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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ث
 (ṡa ṡ es (dengantitikdiatas د
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah ح
 Kha Kh Kadan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengantitikdiatas ر
 Ra R Er س
 Zai Z Zet ص
 Sin S Es ط
 Syin Sy Esdan ye ػ
 (ṣad ṣ es (dengantitikdibawah ص





 (ṭa ṭ te (dengantitikdibawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah ظ
 ain  Apostrofterbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
 Hamzah   Apostrof ء
ٖ Ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda ( ). 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 






Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ي
fatḥahdany    Ai a dan i 
 fatḥahdanwau Au a dan u  و
Contoh: 
فيك  : kaifa 













Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  fatḥah a ا 
 Kasrah i  








Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 










 māta : ما ت
 ramā : رمى
ليق  : qīla 




Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 




Nama Hurufdantanda Nama 
at .… ا / … ي ahdanalifatauy    a dangaris di 
atas 
٘ Kasrahdany  Ī i dangaris di 
atas 







yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
افط ل لاا  ةض  ور    : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا  ةنيدملا       : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر  : rabbanā 
انيجن  : najjain  
قحلا  : al-ḥaqq 
معن  : nu”ima 
 duwwu„ : عدو
Jika huruf ٖper -tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ؠـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 





يبرع  : „Arabī (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
 
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
سمشلا  : al-syamsu (bukan asy-
syamsu) ةل زلازلا    : al-zalzalah (az-
zalzalah) 
ةفسلفلا     : al-falsafah 




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh: 





عونلا       : al-nau‟ 
 syai‟un : شًء
 umirtu : امرت
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh: 
Fī Ẓilāl al - Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al - tadwīn 
 
9. Lafẓ al-jalālah (هللا) 
 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 





Adapun tā‟marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 




Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata 
mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-







Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh: Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 
Rusyd, Abū al- 
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥ mid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan 
adalah: swt. : subḥānahū wa ta‟ālā 
saw. : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
a.s. : „alaihi al –salā 
H : Hijrah 
M : Masehi 
SM : Sebelum Masehi 
l. : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 








 Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi 
dengan menggunakan analisi komparatif untuk membandingkan antara hukum positif 
Indoonesia dan pendapat dalam Mazhab Syafi‟i tentang tindak pidana korupsi. Pokok 
masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisi permasalahan, yaitu; (1) 
mekanisme penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Penegakkan hukum 
tindak pidana korupsi dalam pandangan Mazhab Syafi‟i dan hukum positif Indonesia,  
(3) analisis relasi penegakkan hukum dalam pandangan Mazhab Syafi‟i dan hukum 
positif Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum tindak pidana koruppsi di 
Indonesia, serta mengetahui penegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak 
pidana korupsi menurut pandangan Mazhab Syafi‟i dan hukum positif di Indonesia, 
sehingga kita dapat memahami perbandingan antara pandangan Mazhab Syafi‟i dan 
hukum positif Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan 
analisi terhadap pokok permasalahan adalah mengguakan metode library research 
dengan pendekatan yuridis-normatif. Dalam melakukan analisis penelitian, 
pengumpulan data yang digunakan setelah memperoleh berbagai referensi kepustkaan 
yaitu kutipan langsung maksudnya adalah mengutip secara langsung pendapat atau 
tulisan seseorang tanpa mengubahnya, dan kutipan tidak langsung, yaitu mengutip 
pendapat dan tulisan seseorang dengnan mengubah kosa katanya tanpa menngubah 
subtansi suatu pendapat atau tulisan seseorang. 
Setelah melakukan penelitian ini, dengan menggunakan analisi komparatif 
antara hukum positif Indonesia dan pendapat Mazhab Syafi‟i penulis menemukan 
bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia 
secara subtansi tidak bertentangan dengan ajaran islam, atau bisa kita katakan sejalan 
dengan hukum islam hal ini didasarkan bahwa menurut Mazhab Syafi‟iyyah korupsi 
di kategorikan sebagai jarimah al-ghulul yang berarti pengkhianatan terhadap amanah 
yang diberikan dan didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia 
pelaku korupsi merupakan pejabat negara, orang serta korporasi yang telah diberikan 
amanah untuk mengelolah negara yang kemudian melakukan penggelapan yang 
berdampak merugikan negara. 
Implikasih dari penelitian ini, agar kita dapat memahami korelasi anatara 
hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam menurut Mazhab Syafi‟i, sehingga 
kita bisa mengetahui bahwa penegakkan hukum pidana korupsi di Indonesia tidak 
bertentangan dengan hukum islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi merupakan penghambat besar dari perjalanan kemajuan suatu bangsa 
atau Negara, oleh karna itu penegakan hukum tehadap pidana korupsi perlu mendapat 
perhatian khusus. Dalam sejarah Reformasih Indonesia pada tahun 1998 salah satu 
agenda atau cita-cita reformasih adalah pemberantasan korupsi, hal ini merupakan 
suatu reaksi dari Rakyat Indonesia terhadap Pemerintahan Orde Baru. Dapatlah 
dikatan bahwa selurah langka setelah tahun 1998 itu, dibidang politik, huku, 
ekonomi. Budaya, Hankam dan bidang-bidang lainnya, diarahkan pada upaya 
memerangi dan menutup pintu tejadinya korupsi. Sebab, Krisi multi dimensi di 
Indonesia disebabkan oleh maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang 
sangat parah dan sangat sulit dipebaiki serta teus merusak kehiduoan masyarakat.
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Dalam sejarah perjalanan Penegakan Hukum Pidana Koupsi di Indonesia 
sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih banyak 
menyisahkan kekurangan yang menjadi PR Negara Indonesia dalam memberantas 
Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki visi “Mewujudkan 
Indonesia yang bebas koripsi”, visi ini menggambarkan bahwa KPK diberi tugas 
untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia sebagai penggerak perubahan untuk 
mewujudkan masyarakat yang anti korupsi.
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Dalam perjalanan bangsa Indonesia kita tidak bisa menutup fakta bahwa 
sistem hukum islam juga sangat mewarnai pembangunan hukum di Indonesia. 
Membicarakan kedudukan hukum iskam dalam tata hukum Indonesia, hal ini 
berkaitan dengan tuntutat perintah agama untuk diikuti secara keseluruhan baik itu 
dalam syariat dalam persoalan Jinayyah atau jarimah. Kita tahu bahwa ummat Islam 
di Indonesia merupakan mayoritas sehingga sangat mudah di pahami secara politik 
dan  dalam ajara Islam itu sendiri yang mewajibkan ummatnya untuk dijalankan 
sehigga sistem hukum Indonesia juga banyak mengadopsi hukum Islam. 
Didalam ajaran islam perilaku korupsi adalah harta berdimensi haram karena 
korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan korupsi merupakan wujud 
manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memproleh rezeki Allah. Secara 
teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah) 
dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (had) dan juga hukuman 
ta‟zir. 
Realitanya praktikal korupsi yang selama ini terjadi ialah berkaitan dengan 
pemerintahan sebuah Negara atau public office, sebab esensi korupsi merupakan 
prilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di pemerintahan yang 
terletak pada penggunaan kekuasaan dan wewenang yang terkadung dalam suatu 
jabatan di sau pihak dan di pihak lain terdapat unsure perolehan atau keuntungan, 
baik berupa uang atau lainnya. Sehingga tidak salah apabila ada yang memberikan 
definisi korupsi dengan ungkapan “Akhdul Amwal Hukumah Bil Bathil”. 
Dalam hukum islam itu sendiri tindak pidana korupsi disebu dalam berbagai 





perilaku koruptor. Sementara itu terdapat pengungkapan “Ghulul”, dalam hukum 
islam korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah sebagaimana 
firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarrah ayat 188, yang berbunyi: 
اْ  ٕٓ ََل حَۡأُكهُ ِل ٱنَُّاِط بِٱۡلِ  َٔ ََٰٕ ٍۡ أَۡي اِو ِنخَۡأُكهُٕاْ فَِشٚٗقا ّيِ آ إِنَٗ ٱۡنُحكَّ َٓ حُۡذنُٕاْ بِ َٔ ِطِم  َُُكى بِٱۡنبََٰ ۡٛ نَُكى َب ََٰٕ ٌَ أَۡي ٕ ًُ هَ َۡ أََخُۡى حَ َٔ ۡرِى 
٨١١  
Artinya:  
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui”. 
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara kita dalam pembangunan 
hukumnya banyak mengadopsi sistem Hukum Islam, dan oleh karnna itu penulisan 
karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk mengkomparasikan antara hukum positive 
tentanng Pidana Korupsi dan pandangan Hukum Islam tekhusus dalam pandangan 
Mazhab Syafi‟I, sehingga kita bisa mengetahui apakah Penegakan Hukum dalam 
Pidana Korupsi di Indonesia juga mengadopsi pandangan Hukum Islam tekhusus 
menurut dalam pandangan Mazhab Syafi‟i. 
B. Fokus Penelitan/ Deskripsi Fokus 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka adapun 
fokus penelitian yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mekanisme penegakan hukum terhadap korupsi di Indonsia 
2. Pendapat mazhab syafi‟iyah dan hukum positif Indonesia  terhadap Penegakan 





3. Analisis perbandingan mazhab syafi‟iyyah dan hujkum positif indonesia 
terhadap penegakan hukum kasus korusi 
C. Rumusan Masalah 
Dari Identifikasih masalah yang diuraikan diatas, adapun rumusan yang akan 
dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah, sebaai berikut; 
1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 
di Indonsia? 
2. Bagaimana pendapat hukum positif Indonesia  da mazhab syafi‟iyah  terhadap 
penegakan hukum dalam kasus korupsi? 
3. Bagaimana relasi perbandingan hukum positif Indonesia dan mazhab 
syafi‟iyyah terhadap penegakan hukumt tindak pidana korusi? 
D. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Pengertian Judul 
Dalam karya tulis ilmiah ini penulis mengangkat judul “Penegakkan Hukum 
Pidana dalam Kasus Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi‟i dan Hukum Positif 
Indonesia), tentunya dimaksudkan untuk melakukan analisis anatara hukum positif 
dan hukum islam terkhusu dalam Mazhab Syafi‟i yang kemudian akan 
dikomparasikan guna mengetahui relasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi di 
Indonesia dengan hukum islam dalam pandangan Mazhab Syafi‟i.  
Untuk memahami maksud dari penyusunan karya tulis ilmiah ini, maka sangat 





ilmiah yang akan penulis uraikan. Adapun makna dari istilah-istilah dari judul 
penelitian ini adalah sebagai beikut: 
Penegakkan hukum (Law enforcement) merupakan kegiatan untuk 
melaksanakan dan menerapkan tegaknya hukum serta melakukan tindakan-tindakan 
hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum serta 
aparatur penegak hukum yang berperan sebagai pelaknsananya. 
Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya 
diletakkan sangsi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat 
dari perbuatan  saja yang meliputi suatu tindak pidana.
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Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa 
latin yaitu corruption: penyuapan atau corruptore: merusak, gejalah dimana para 
pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya 
penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.
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Studi Komparatif suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara dua 
atau lebih subjek yang hendak diteliti 
Mazhab Syafi‟I merupakan mazhab yang dicetuskan oleh Imam Muhammad 
bin Idris Al-Abbas. Mazhab ini memiliki dua pendapat yaitu qaul qadim katika Imam 
syafi‟I berada di Irak dan qaul jadid ketika berada di Mesir. Mazhab Syafi‟I dikenal 
sebagai salah satu mazhab yang sangat berhati-hati dalam menentukan hukum.
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Mazhab ini merupakan salah satu mazhab dalam bidang Fiqih yang diakui sebagai 
kelompok Sunni. 
Hukum Postif Indonesa merupakan keseluruhan peraturan negara yang 
berlaku di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum dalam penegakkan hokum 
terhadap warga negara. 
Dari penjelasan diatas tentang makna dari istilah yang digunakan dalam judul 
ini, maka untuk lebih memahaminya penulis akan menjelaskan defenisi 
operasionalnya sebagaimana yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini. Bahwa 
yang dimaksud dengan “Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Korupsi (Studi 
Komparatif Mazhab Syafi‟i dan Hukum Positif Indonesia)” adalah penelitian yang 
membahas tentang serangkaian kegiatan peneggakkan hukum dalam kasus korupsi 
dalam sistem hukum positif indonesia dalam hal ini segala peraturan yang berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi dan hukum islam menurut pandangan Mazhab Syafi‟i. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian yang menjadi fokus dari penulisan karya tulis ilmiah 
atau penelitian ini, adalah sebagai beikut; 
1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap korupsi di Indonsia 
2. Bagaimana pendapat mazhab syafi‟iyah dan hukum positif Indonesia  
terhadap Penegakan hukum dalam dalam kasus korupsi 
3. Bagaimana analisis perbandingan mazhab syariiyyah dan hujkum positif 
indonesia terhap terhadap penegakan hukum kasus korusi 
Dalam hal ini, yang akan dibahas secara mendalam dalam karya tulisan ilmiah 
ini mengenai kedua ruang lingkup penelitian diatas yang menjadi fokus penelitian 





Pidana Korupsi menurut Mazhab Syafi‟i dan Hukum Positif Indonesia dan juga 
sekaitan dengan Hukum Formal yang biasa kita sebut sebagai Hukum Acara Pidana 
Korupsi dalam proses Penegakkan Hukum Peradilan menurut pendapat Mazhab 
Syafi‟I dan Hukum positif Indonesia.    
Jadi yang akan di analisi dalam karya tulis ilmiah ini berbicara tentang apa 
saja makna atau jenis korupsi dan bagaimana penegakkan hukum tindak pidana 
korupsi mulai dari Proses peradilannya seperti hukum acara kekuasaan kehakiman, 
pembuktian serta pemidanaan atau hukuman terhadap tindak pidana korupsi dalam 
hukum positif indonesia serta hukum pandangan figih jinayah dalam islam menurut 
mazhab Syafi‟i. 
E. Kajian Pustaka 
Secara umum, literatur atau sumber data yang akan menjadi referensi utama 
dalam karya tulis ilmiah ini adalah hukum positif Indonesia dalam hal ini Undang-
Undang yang berkaitan dengan penegakkan hukum tindak pidana Korupsi. Referensi 
utama lainnya adalah penjelasan Al-qur‟an dan Hadits yang berkaitan dengan jinayah 
dalam kasus korupsi yang dipahami dalam Mazhaf Syafi‟i. 
Kemudian, dalam karya tulis ilmiah ini penulis juga mengambil literature 
yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Literature atau referensi itu sangat diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, 
adapun literatur atau bahan referensi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Buku yang berjudul “Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah, oleh Mustofa 
Hasan, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebaini, M.Si., didalam buku ini 





perbandingan hukum pidana islam dan hukum positif di Indonesia. Buku 
ini membantuu penulis dalam penyusunan skiripsi karena didalamnya 
penulis dapat mengambil referensi sekaligus memahami hukum pidana 
islam yang eksistensinya sangat mempengaruhi pembangunan hukum 
nasional. 
2. Buku yang berjudul, “Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska 
Amandemen UUD 1945”, oleh Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., buku 
ini membahas tentang kontruksi hukum tata negara Indonesia setelah 
amandemen termasuk di dalamnya pembentukan lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cita-cita reformasih, disini kita bisa 
memahami tentang sejarah lahirnya serta fungi dan tujuan pembentukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
3. Buku yang berjudul, “Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen 
Konstitus”,  oleh Prof., Dr., Mahfud MD., buku ini menjelaskan tentang 
dinamika dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta 
dinamika perjuangan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Serta 
dinamika dalam perubahan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. 
4. Judul buku “Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari 
Klasik Hingga Kontenporer”, oleh Warkum Sumitro dan Moh. Anas 
Kholis. Buku ini membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum 
islam dan hukum barat, dimana hukum barat menggunakan paradigm 
antroposentris dan hukum Islam dengan paradigm teo-antroposentri yang 





mengerjakan karya tulis ilmiah ini karena didalam buku tersebut kita bisa 
memahami khasanah keilmuan hukum islam dan juga hukum barat 
sebagaimana kita tahu bahwa sistem hukum di Indonesia mengadopsi 
kedua sistem hukum tersebut. 
5. Skripsi yang berjudul, “Analisis Korupsi dan Dampaknya: Telaah Atas 
Hukum Islam”, oleh Rafli Saldi.  Skiripsi ini membahas tentang pandangan 
hukum islam terhadap tindak pidana korupsi, dengan analisis yang bersifat 
umum dalam hukum islam tentang korupsi. Oleh karena itu tulisan ini 
sangat membantu penulis dalam menemukan pembahasan hukum islam 
tentang korupsi. Serta penulis juga dapat memahami kerangka atau 
penyusunan  dalam skiripsi ini. 
Adapun referensi lainnya adalah beberapa jurnal akademik hukum yang 
berkaitan dengan judul penelitian untuk pengembangan dan penyusunan penelitian 
ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa dari berbagai referensi yang disebut diatas, 
itu belum cukup untuk keperluan penelitian secara lebih mendalam, oleh karena itu 
maka diperlukan referensi yang lain untuk kelanjutan penelitian ini dalam bab-bab 
selanjutnya. 
F. Metode Penelitian 
Metodelogi berasal dari kata methodos (metode atau cara) dan logos (ilmu 
pengtahuan). Metodelogi penelitian secara umum dapat dimengerti sebagai suatu 
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 





pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.
6
 Dikatakan bertahap 
karena ada langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan sebelum melangkah 
pada tahap berikutnya. 
Dalam karya tulis ilmiah ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode dan Jenis Penilitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian 
library research atau studi pustaka. Dalam hal ini peniliti melakukan analisis 
terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam 
terkhusus dalam pandangan mazhab Syafi‟iyyah, yang didasarkan pada refenrensi 
kepustakaan untuk memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi secara 
komprehensif atau menyeluruh, guna mendapatkan hipotesis dari referensi yang ada 
untuk dianalisis dan diolah sebagai sebuah hasil penelitian. 
Penggunaan metode library research, dalam penelitian ini agar penulis dapat 
mengumpulkan berbagai sumber literatur kepustakaan untuk mendapatkan informasih 
yang berkaitan dengan penegakkan tindak pidana korupsi dalam perspekti hukum 
positif Indonesia dan hukum islam dalam pandangan mazhab syafi‟i, yang kemudian 
akan dikomparasikan sehingga kita bisa memahami perbedaan atau persamaan dari 
dua perspekti hukum tindak pidana korupsi tersebut yang akan menjadi sasaran dari 
penelitian ini atau kita sebat dengan hasil penelitian. 
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2. Metode Pendekatan Penilitian 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan filosofis serta yuridis-
normatif, metode pendekatan ini digunakan demi memahami makna mendasar dari 
tindak pidana korupsi dalam hukum positif indonesia dan hukum islam, serta untuk 
memahami penegakkan hukum tindak pidana korupsi berdasar pada peraturan 
perundang-undangan demi kepastian hukum, hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
penjelasan terhadap isi Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia, serta 
bagaimana Hukum Islam dalam hal ini Al-quran dan Hadits yang kemudian dipahami 
dalam Mashab Syafi‟i. yang kemudian akan dikomparasikan untuk memahami 
perbedaan dan persamaannya. 
3. Sumber Data 
Karena penelitian ini menggunakan metode (library research), maka sumber 
data dari penelitian ini adalah kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan agar 
diperolehnya informasi dan mengumpulkan data tentang penegakkan hukum tindak 
pidana korupsi, dengan bantuan bermacam sumber data yang terdapat di perpustakaan 
yang berkaitan dengan pokok masalah skripsi ini. Data-data tersebut bersifat primer, 
sekunder dan tersier. 
Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Alquran dan 
Hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP serta Undang-Undang yang berkaitan 
tentang tindap pidana korupsi serta pandangan mazhab Syafi‟iyyah tentang  tindak 
pidana korupsi dalam berbagai referensi yang ada. Data sekunder adalah data yang 







 Sedangkan, data sekunder adalah data yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum 
dan ensiklopedia. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk pembuktian hipotesis. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kutipan langsung dan kutipan tidak 
langsung dalam bentuk teks. Penjelasan sebagai berikut: 
1. Kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat 
atau tulisan tanpa merubah, sama persis dengan aslinya. 
2. Kutipan tidak langsung adalah metode pengutipan di mana penulis mengutip 
suatu tulisan, pendapat yang telah kita formulasikan dalam susunan kata yang 
baru, namun dengan substansi yang sama. 
5. Pengolahan Data dan Analisis Data 
Data-data yang telah diambil sebagai sebuah rujuka refenrensi dalam 
penelitian ilmiah ini yang dikumpulkan itu merupakan data yang bersifat mentah, 
sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang 
berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian untuk selanjutnya dianalisis. 
Pengolahan ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu editing (penyuntingan), coding 
(pemberian kode), dan kemudian penyusunan. 
Untuk melakukan pengujian hipotesis, data-data yang telah diolah itu 
kemudian di analisis dalam tahapan-tahapan tertentu, yang secara garis besar terbagi 
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dalam dua tahapan yaitu, analisis pendahulu dan analisis lanjutan. Dimana analisis 
pendahulu bersifat terbatas pada sampel dan bersifat deskriftif. 
Setelah itu dilakukan analisis lanjutan guna menjelaskan secara rinci jelas dan 
utuh dari setiap variabel yang di deskripsikan sebelumnya dan diarahkan pada 
pengujian hipotesa. Hasil analisis dalam tahapan-tahapan ini kemudian 
dienterpretasikan melalui pembahasan. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum Tindak 
Pidana Korupsi dalam Hukum Islam menurut Mazhab Syafi‟i dan 
mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum Positif di Indonesia terhadap 
tindak Pidana Korupsi. 
b. Untuk memahami dan mengetahui adakah persamaan Penegakkan Hukum 
Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 
Islam menurut pandangan Imam Syafi‟i. 
2. Kegunaan Penilitian 
Setelah kita memahami tujuan dari Penelitian ini maka adapun kegunaan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini dimaksudkan agar kita dapat memahami bagaimana 
sesungguhnya praktek Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam 





Penegakkan Hukum Positif di Indonesia dalam Tindak Pidana korupsi, 
agar kita dapat memahaminya secara jelas. Terkhusus bagi mahasiswa dan 
siapaun yang berkecimpung dalam dunia Hukum.  
b. Setelah memahami Penegakkan Hukum Islam dalam Tindak Pidana 
Korupsi menurut mazhab Syafi‟I dan Penegakkan Hukum Positif 
Indonesia, maka kemudian kita bisa melihat apakah ada persamaan serta 
perbedaan di antar Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap 















TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi Secara Umum dan Yuridis. 
Menurut Poerwadarmina, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk 
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang dapat 
dikenakan sangsi hukum atau pidana.
8
 
Helbert Edelherz mengemukakan bahwa korupsi yang diistilahkan sebagai 
kejahatan kerak putih (white collar crime), korupsi adalah suatu perbuatan atau 
serentetan perbuatan yang bersifat illegal dilakukan dengan cara fisik atau akal bulus 
atau terselubunng untuk mendapatkan uang atau kekayaan.
9
 
Dalam The Lexicon Webster Dictionary, kata korupsi berati kebusukan 
kebejatan, ketidak jujuran, keburukn, dapatdisuap, tidak bermoral,penyimpangan dari 
kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitna.
10
 
Menurut Suyatno, tindak pidana korupsi didefenisika dalam 4 jenis, yaitu; 
a) Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun dicretionery 
yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 
                                                 
8
 Ahmad Shofin Nuzil, Korupsi di Indoesia, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), h. 
97. https://www.Ipusnas.id (2020). 
9
 Ahmad Shofin Nuzil, Korupsi di Indoesia, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), h. 
95. https://www.Ipusnas.id (2020). 
10
 Ahmad Shofin Nuzil, Korupsi di Indoesia, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), h. 





b) Discretionery Corupptio adalah korupsi yang disebabkan karena adanya 
kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya 
bersifat sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterimah oleh para 
anggota organisasi. 
c) Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud 
untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang 
dan kekuasaan. 
d) Illegal corruption adalah jenis tindakan yang dimaksud untuk mengacukan 
bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 
Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 menjelaskan bahwa, tindak pidana 
korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjujunjung 
tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa 
Indonesia. Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 menjelaskan 
bahwa, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugkan keuangan Negara atau perekenomian Negara.
11
 
2. Pengertian Korupsi dalam Hukum Islam 
Korupsi dalam hukum islam diatur dalam pembahasan fiqih jinayah. Fiqih 
merupakan ilmu tentang hokum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan 
hasil ijtidad para Mujtahid terhadap dalil-dalil terperinci baik yang terdapat dalam Al-
qur‟an dan As-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukhallaf. Jinayah 
                                                 
11
 Ahmad Shofin Nuzil, Korupsi di Indoesia, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), h. 





merupakan istilah hokum pidana dalam islam yang berkaitan dengan sebuah tindakan 
atau perbuatan seseorang yang mengancam kesalamatan fisik yang berpotensi 
menimbulkan kerugian fisik seseorang, harga diri dan harta, sehingga perbuatan 
tersebut dianggap haram dan pelakunya harus dijatuhi sebuah hukuman didunia dan 
diakhirat. Sehingga dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fiqih 
jinayah adalah ilmu tentang hokum-hukum syariiat yang digali dan disimpulkan dari 
nash keagamaan, baik Al-qur‟an maupun hadist, tentang kriminalisasi, baik berkatan 
dengan keamanan jiwa seseorang maupun anggota badan atau seluruh aspek 
pancajiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, harta 
kekayaan, maupun hal-hal yang ada diluar pancajiwa syariat trersebut.
12
 
Dalam pandangan hukum islam korupsi dapat dibagi menjadi beberapa 
dimensi, yaitu; risywah (suap atau penyuapan), saraqah (pencurian) dan al-gasysy 
(penipuan) serta khianat (penghianatan).
13
 
Menurut ahli hukum islam  Mohamed Arafah, “dalam Al-qur‟an dan As-
sunnah, korupsi menunjuk rentang luas aneka perilaku penyimpangan yang 
membahayakan hubungan sosial, ekonomi dan ekologis”. Berdasarkan Studi tentang 
korupsi dari berbagai sumber Arafah berkesimpulan  bahwa korupsi (fasad) 
mencakup kecurangan, penyalahgunaan, kebusukan, kejahatan, kerusakan, 
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B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia 
Indonesia merupakan salah satu  negara yang sangat dipengaruhi oleh sistem 
hukum Civil Law, dalam sistem hukum Civil Law salah satu yang menjadi ciri 
khasnya adalah adanya kodifikasi atau pengumpulan peraturan yang akan menjadi 
undang-undang sebagai sumber hukum sebuah negara agar tercapainya kepastian 
hukum. Oleh karena itu dalam hal ini Indonesia juga menjadikan pertauran tertulis 
sebagai sumber hukumnya, yang secara hirarkis sebagai beriku; 
a) UUD 1945. 





Adapun dasar hukum dari tindak pidana korupsi dalam hukum positif 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
a) Undang-Undnag nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
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b) Undang-Undnag nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan bebas KKN. 
c) Undang-Undnag nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
d) Undang-Undnag nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
e) Undang-Undnag nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian 
uang 
f) Undang-Undnag nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (KPK). 
g) Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang penyelenggaraan nyang bersih 
dan bebas KKN. 




2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam 
Sebelum kita berbicara tentang dasar hukum fiqih jinayah perbuatan korupsi 
terlebih dahulu kita memahami tentang sumber hukum secara umum dalam Islam, 
yaitu sebagai berikut: 
a) Al-Qur‟an 
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Al-Qur‟an merupakan rujukan pertama dalam agam islam dalam 
menetapkan hukum, karena Al-Qur‟an merupakan wahyu atau ketetapan 
yang langsung datang dari Allah Swt. 
Adapun defenisi Al-Qur‟an menurut ulama ushul Fiqih, dan ulama bahasa 
Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW melalui perantara malaikat jibril yang lafal-lafalnya mengandung 
mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah,  yang diturunkan secara 





As-Sunnah menjadi sumber rujukan hukum islam yang kedua karena 
kedudukan sunnah adalah untuk menjelaskan Kalam Alllah atau perkataan 
Allah sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah Allah SWT., taklifkan 
kepada manusia. 
Berbicara tentang Sunnah para ulama yang ahli dalam bidangnya masing-
masing berbeda pandangan dalam mendefenisikan tentang makna sunna. 
Menurut ahli hadits, sunnah adalah segalah sesuatu yang berasal dari 
Rasulullah SAW., baik berupa perkataab, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat 
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Menurut ahli ushul fiqih, Sunnah adalah Segala sesuatu yang berasal dari 
Nabi Muhammad SAW., selain Al-Qur‟an, baik berupa perkataan, 
perbuatan, ataupun ketetapan yang pantas menjadi dalil untuk hukum-
hukum dalam syariat islam.
18
 
Sedangkan menurut ahli fiqih, Sunnah adalah segalah sesuatu yang berasal 
dari Rasulullah SAW., dan merupakan perkara yang fardu ataupun wajib, 
dalam artian jika dikerjakan akan mendapatkkan pahala dan jika 
ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, yaitu berupa pekerjaan yang secara 
rutin dilakukan oleh Nabi Saw.
19
 
Perbedaan-perbedaan defenisi tentang sunnah oleh para ulam, ini 
disebabkan karena perbedaan keahlian dalam ilmu agama. Secara rasonal 
perbedaan itu dapat kita terimah karena memeng bagi para ahli hadits yang 
memiliki kesadaran dan bahkan tugas untuk menyampaikan seluruh aspek 
kehidupan Nabi Muhammad SAW., kepada ummatnya sehingga ulama ahli 
hadits mendefenisikan sunnah mulai sebelum Nabi Muuhammad SAW., 
diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan setelah diangkat menjadi Nabi dan 
Rasul.  
Sedangkan ahli ushul Fiqih yang mempunyai tugas untuk memahami dan 
melakukan istimbat hukum, maka juga rasional jika membatasi defenisi 
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sunnah, yang tidak memasukkan sifat Nabi Muhammad SAW., karena 
tentunya akhlak Nabi Muhammad tidak bisa diikuti oleh ummatnya secara 
totalitas. 
Begitupun dengan ahli fiqih yang memiliki tugas untuk menjelaskan 
hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukhallaf, yang 
mendefenisikan sunnah sebagai sebuah anjuran untuk dilakukan untuk 
ummat Nabi Muhammad SAW. 
c) Ijtihad 
Ijtihad diambil dari akar kata dalam bahsa arab yaitu “jahada” , kata ini 
memiliki dea bentuk kata yang maknanya berbeda. Jahdun yang berarti 
kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, dan juhdun dengan arti 
kesanggupan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat 
dan susah.
20
 Sedangkan ijtihad secara istilah adalah menyerahkan segala 
kemampuan pikiran untuk memahami hukum yang terdapat dalam Al-
Qur‟an dan Hadits serta melakukan istimbat atau penemuan hukum yang 
belum terdapat  dalam Al-Qur‟an dan Hadits. 
Di dalam berijtihad terdapat metode-metode yang telah diperkenalkan 
sekalikus menjadi metode yang digunakan oleh para mujtahid atau fuqoha 
klasik maupun kontenporer ketika melakukan istimbat hukum  terhadap 
persoalan yang tidak ditemui dalam Al-Qur‟an dan Hadits, adapun metode 
ijjtihad itu adalah sebagai berikut; 
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Ahli ushul Fiqih mendefensikan Ijma‟ adalah kesepakatan para ulama 
mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum yang tidak ditemui 
dalam Al-Qur‟an dan hadits, kesepakataan itu merupakan kesepakatan 
yang ada pada suatu masa dikalangan ummat islam atas hukum Syarah 




Qiyas dalam pandangan ahli ushul Fiqih adalah menyamakan suatu 
kasus yang tidak ada dalil hukumnya dalam Al-Qur‟an dan Hadits, atau 
dengan acara melakukan analogi atau  persamaan illat hukmunya 




Istihsan dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus 
pada keteapan dalil umum. Atau juga dapat dipahami sebagai 
meninggalkan dalil satu dalil dan mengambil dalil yang lebih kuat. 
Dalam hal ini melakukan perbandingan antara dalil dalam menetapkan 
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 Maslahah Mursalah 
Kata maslahah merupakan sebah kepentingan atau kebaikan hidup 
manusia, sedangkan mursalah merupakan sesuatu yang tidak ditetapkan 
dalam nash yang menguatkan atau membatalkan.
24
 Dengan kata lain 
menetapkan suatu hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan 
umum. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum 
dengan syarat, (1) kemaslahatan itu bersifat mendasar atau esensial, (2) 
kemaslahatan itu bersifat umum, (3) kemaslahatan itu tidak bertentangan 





Istishab adalah menetapkan hukum yang sudah untuk diberlakukan 
sebelum ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Maksudnya adalah 
mengembalikan sesuatu pada ketentuan semula selama tidak ada dalil 




„Urf juga dapat diartikan dengan al-„adah, yang artinya kebasaan. „Urf 
merupakan menetapkan suatu hukum berdasar kebiassan yang telah 
berlaku disebuah wilayah. Akan tetapi kebiasaan yang dijadikan sebagai 
„Urf adalah kebiasaan yang tidak menyimpang atau tidak bertentangan 
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dengan nash, sehingga kebiasan yang melanggar ketetapan nash maka 
itu tidak bisa diterimah sebagai ‟Urf. 
 Sadd al-Zari‟ah 
Secara  kebahasan sadd artinya menutup, dan Dzari‟ah berarti wasilah 
atauu jalan menuju seuatu tujuan. Secara istilah Sadd al-Zari‟ah adalah 
menutup jalan yang mencapai ketujuan, artinnya melarang sesuatu yang 




Adapun didalam hukum islam itu sendiri, walaupun tidak ditemukan istilah 
tentang korupsi secara spisifik akan tetapi dilihat dari segi yang memiliki kaitan erat 
dengan istilah korupsi, adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut; 
Ayat yang menggambarkan korupsi dalam bentuk pencurian terdapat dalam 
surat Al-Maidah ayat 38, yaitu. 
ُ َعِضٌٚض َحكِ  ٱّللَّ َٔ  ِِۗ ٍَ ٱّللَّ ٗٗل ّيِ
ََكَٰ ا َكَغبَا  ًَ ا َجَضآَءَۢ بِ ًَ ُٓ ِذَٚ ۡٚ اْ أَ ٕٓ ٱنغَّاِسقَتُ فَٱۡقَطَُ َٔ ٱنغَّاِسُق    ٨١ٛى  َٔ
 
Artinya; 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana”. 
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Akan tetapi sehubungan dengan hukuman potong tangan dalam jarimah 
pencurian terdapat perbedaan pendapat apakah juga berlaku terhadap korupsi.
28
 
Adapun ayat yang menggambarkan korupsi sebagai pengkhianatan terhadap 
amanah yang diberikan ini terdapat dalam surat Al-anfal ayat 27, adalaah sebagai 
berikut. 
ُٕاْ ََل  ٍَ َءاَي ا ٱنَِّزٚ َٓ أَُّٚ
ٓ ََٰٚ ٌَ ٕ ًُ َه َۡ أََخُۡى حَ َٔ ِخُكۡى  ََُٰ اْ أََيَٰ ٕٓ حَُخَُٕ َٔ ُعَٕل  ٱنشَّ َٔ  َ   ٧٢حَُخَُٕٕاْ ٱّللَّ
Artinya;  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui”. 
Dari apa yang telah dijelaskan diatas bahwasanya korupsi dengan berbagai 
nama dalam islam digolongkan sebagai perbuatan yang diharamkan dan pelakunya 
dikualifikasih sebagai orang-orang munafik, dzalim, fasik, dan kafir, serta merupakan  




Selain ayat Al-qur‟an yang telah disebtkan diatas, yang menjelaskan tentang 
posisi hukum korupsi dalam pandangan islam, diantaranya dalam surat Al-Baqarah 
ayat 188, yang berbunyi. 
ََل حَۡأكُ  ِل ٱنَُّأَ ََٰٕ ٍۡ أَۡي اِو ِنخَۡأُكهُٕاْ فَِشٚٗقا ّيِ آ إِنَٗ ٱۡنُحكَّ َٓ حُۡذنُٕاْ بِ َٔ ِطِم  َُُكى بِٱۡنبََٰ ۡٛ نَُكى َب ََٰٕ اْ أَۡي ٕٓ ٌَ هُ ٕ ًُ هَ َۡ أََخُۡى حَ َٔ ۡرِى  ِط بِٱۡلِ
٨١١  
Artinya;  
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
Ayat diatas jelas-jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan 
cara yang tidak benar. Dan “larangan” dalam pengertiaan aslinya bermakna “haram”, 
dan ke haramannya menjadi lebih jelas, karena dalam ayat itu Allah menggunkan 
lafadh “bilitsmi” yang artinya “dosa”. Dari sini, sangat jelas bahwa mengambil harta 
yang bukan milik kita dengan cara yang tidak dibenarkan  dalam bentuk apapun, 
adalah haran hukumnya, seperti hallnya haramnya berzina, membunuh dan 
semacamnya. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada kata dalam al-quran dan Hadits 
yang secara literer namun kita dapat memahami dalam peng-qiyas-an terhadap dalil-
dalil yang ada dalam Al-qur‟an dan Hadits.
30
 
C. Jenis-Jenis Korupsi 
1. Jenis-Jenis Korupsi Menurut Para Ahli 
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (Extra ordinary cirme) 
yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan negara, serta 
mengganggu stabilitas perkonomian negara.
31
 Dalam prakkteknya, korupsi memiliki 
beberapa macama jenis yang dapat dilakukan oleh seorang pejabat negara, dibawah 
ini akan dijelaskan tentang bergbagai jenis praktek korupsi. 
Berdasarkan berbagai pola dan bentuk korupsi, maka setidaknya kita dapat 
membagi bentuk-bentuk korupsi dalam beberapa bagian, yaitu: 
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a) Korupsi defensive, yaitu ketika seorang memberikan uang kepada orang 
lain untuk membelah dirinya. 
b) Korupsi transsaksional, yaitu suatu tindakan korupsi yang melibatkan dua 
pihak, dimana keduanya mendapatkan keuntungan sehingga sama-sama 
aktif dalam melakukan korupsi. 
c) Korupsi yang bersifat nepotisme, yaitu sikap oligarki feodal dalam 
memberikan kesempatan terhadap orang-orang terdekat dalam sebuah 
jabatan. 
d) Korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila ada pihak yang harus 
melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari malapetaka 
yang bersifat memaksakan kehendak orang lain. 
e) Korupsi yang bersifat infestasi, misalnya memberikan pelayanan yang baik 
baik itu barang atau jasa dengan motif agar diberikan sebuah hal yang besar 
untuk kepentingan dirinya sendiri.
32
 
Sedangkan dalam prakteknya kita kenal ada dua jenis korupsi, yaitu sebagai 
berikut; 
a) Adminstrative Coruption, yaitu dimana apa yang dilakukan terlihat 
semuanya sesua dengan peraturan, akan tetapi individu-individu 
memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses regrutmen pegawai  negeri, 
ketika setiap calon yang mendaftar sudah mengikuti sejumlah tes yang ada, 
akan tetapi penguji atau orang-orang yang berkaitan dengan itu sudah 
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memilih siapa yang akan di luluskan tanpa harus melihat hasil tes atau 
kelayakan yang akan diluluskan. 
b) Aganst The Rule Coruption, merupkan perbuatan yang secara nyata-nyata 
telah melanggar hukum pidana korupsi, seperti penyuapan, 
penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri, 
orang lain atau korporasi.
33
 
2. Jenis-Jenis Korupsi dalam Hukum Islam 
Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa di dalam islam itu 
sendiri tidak ada istilah yang secara spesifik tentang korupsi, akan tetapi kita dapat 
melihat pengqiyasan dari koruspi itu sendiri, dalam hukum islam kita bisa melihat 
jenis-jenis korupsi diantaranya, sebagai berikut: 
a) Risywah, secara kebahasaan berarti yang dapat mengantarkan tujuan 
dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan ar-
raasyi adalh orang yang memberika sesuatu kepada pihak lain untuk 
mendapat dukungan dari niat jahat dalam perbuatannya. Kemudian ar-rasyi 
adalah mediator penghubung antara pemberi dan penerimah suap dan 
penerimah suap disebut al-murtasyi (Abu Fida‟Abdul Rafi‟, 2004;3). 
b) Al-ghulul, dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan uang atau khas 
Negara dan baitul mal. Dalam literature islam sering artikan sebagai 
pencurian atau penggelapan hasil rampasan perang, bisa juga diartikan 
sebagai menyembunyikan sebagaian sebelum menyampaikannya kepada 
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pemiliknya. Ada juga yang mengartikannya sebagai penggelapan yang 
berkaitan dengan milik atau khas Negara dan baitul mal. ((Abu Fida‟Abdul 
Rafi‟, 2004;2). 
c) Al-maksu‟, merupakan perbuatan mengambil sesuatu tanpa hak dan 
memberikan kepada yang bukan haknya pula. Kegiatan ini diidentikkan 
dengan praktek pungutan liar (pungli) hal ini terjadi ketika seseorang 
sedang mengurus sesuatu kemudian dimintakan sejumlah bayaran tanpa 
hak bagi yang melakukan pungli untuk menerimanya dan apabila pungutan 
tersebut tidak dibayar oleh korban maka dia tidak akan dilayani. (Abu 
Fida‟Abdul Rafi‟, 2004;33). 
d) Saraqah (Pencurian), menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu 
tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut 
Abdul Qadir „Awdah pencurian diartikan sebagai suatu tindakan yang 
mengambil hart orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi 
Saraqah, merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan 
cara melawan hokum. 
e) Al-qasysy, ini merupakan suatu tindakan penipuan. Secara tegas Allah 
mengharamkan surge bagi hambanya yang melakukan penipuan. Terlebih 





f) Khianat, ini merupakan tindakan pengkhiatan. Khianat cenderung 
mengabaikan, menyalahgnakan, dan penyelewengan terhadap tugas, 
wewenang dan kepercayaan yang diamanahkan kepada dirinya.
34
 
D. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Hukum Positif Indonesia 
Unsur-unsur terjadinya sebuah tindakan atau kegiatan korupsi dalam hokum 
pidana indonesia adalah sebagai berikut: 
a) Unsur Objektif 
 Sifat melawan hukum. 
 Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan kenyataan sebagai akibat. 
 Sifat melawan hukum. 
b) Unsur Subjektif 
 Kesengajaan atau kelalaian. 
 Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain 
 Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan 
menurut pasal 340 KUHP 
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 Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang terdapat dalam 
pasal 53 ayat (1) KUHP. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagi berikut: 
a) Pelaku (subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 
b) Melawan hukum baik formal maupun materil 
c) Memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan korporasi 
d) Dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. 
2. Unsur-Unsur Jinayah dalam Islam 
Adapaun objek utama yang menajdi unsur tindak pidana dalam fiqh jinaya 
islam adalah sebagai berikut: 
a) Al-rukn al-Syar‟i (Unsur Formil) 
Al-rukn al-Syar‟I, yaitu unsur yang mengatakan bahwa seseorsang dapat 
dinyatakan sebagai pelaku pelanggar (jarimah) maka harus ada nash atau 
undang-undang yang secara tegas melarang serta menjatuhkan hukum 
pemidanaan terhadap pelaku. 
b) Al-rukn al-madi (Unsur Materil) 
Al-rukn al-madi, adalah suatu unsur yang mengatakan bahwa pelakuh 
jarimah harus terbuktimelakukan jarimah baik yang bersifat positif (aktif 






c) Al-rukn al-adabi (Unsur Moril) 
Al-rukn al-adabi, unsur ini merupakan unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang yang melakukan pelanggaran jarimah harus sebagai subjek yang 
dapat dimintai pertanggung jawaban atau pelaku harus bisa dipersalahkan, 
artinya pelaku bukan orang yang gila, anak-anak dibawah umur atau 
seorang yang beradan didalam ancaman atau keterpaksaan.
35 
E. Sejarah Korupsi di Indonesia 
Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia kita tau bahwa korupsi adalah 
masalah yang sangat mendasar, sehingga tidak berlebihan jika kita mengatkan bahwa 
korupsi di Indonesia sudah membudaya dalam kehidupan bernegara terkhusus bagi 
mereka sebagai pejabat publik. Budaya korupsi ini menyebabkan tidak sedikitnya 
masayarakat, apara akademisi, serta parah ahli merasa pesimis untuk memberantas 
korupsi yang tidak pernah berujung dan bahkan kita bisa berkata tiap generasi yang 
dilalui bangsa kita selalu menyisahkan pejabat dengan naluri pencuri uang negara 
atau korupsi. 
Korupsi menjadi istilah hukum (legal tren) untuk pertama kalinya sejak 
dikeluarkannya peraturan Penguasa Militer nomor Prt/PM/06/1957 tentang 
pemberantasan korupsi. Peraturan ini menjelaskan bahwa korupsi merupakan 
perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
36
 Di dalam peraturan 
tersebut korupsi dibedakan menjadi dua bagian yaitu, perbuatan korupsi pidana dan 
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perbuatan korupsi lainnya. Jika perbuatan korupsi pidana ia berasumsikan dengan 
atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran, sedangakan jika perbuatan 
korupsi lainnya diasumsikan sebagai dengan atau perbuatan melawan hukum. Sanksi 
untuk pelanggaran korupsi lainnya adalah tidak berupah pidana tetapi perampasan 
harta benda hasil korupsi itu. 
Setelah dua tahun berlakunya peraturan Pengaturan Militer tersebut, 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 
24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntuttan dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 1960. Kemudian PERPU tersebut 
dinaikkan statusnya menjadi  Undang-Undang nomor 1 tahun 1961, namun dalam 
penyebutannya menjadi Undang-Undang nomor 24/Prp/1960. Di dalam Undang-
Undang tersebut, tidak ada lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana.
37
 
Pada perkembangan berikutnya, Presiden mengeluarkan keputusan nomor 228 
tahun 1967 tentang pembentukan Team Pemberantasa Korupsi (TPK) yang tugasnya 
membantu Pemerintahan dalam pemberantasan korupsi secepat-cepatnya dan setertib-
tertibnya. Tidak lama kemudian Pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-
Undang anti korupsi kepada DPRGR tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1970. Pada 
tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu segai 
tanda di sahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. 
Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah 
sebagai berikut: 
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a) Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/ perkonomian 
Negaradan menghambat pembangunan nasional. 
b) Undang-Undang nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, berhubung dengan perkembangan 
masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang 
diharapkan, dan oleh karena Undang-Undang tersebut perlu diganti.
38
 
Kemudian setelah meledaknya gerakan revormasih pada tahun 1998, saat itu 
terjadi perubahan radikal dalam rangka menghambat dan menangani tindak pidana 
korupsi yang melahirkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang kemudian juga 
melahirkan peraturan perUndang-Undangan yang baru sebagai dasar hukum bagi 
KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. 
F. Komisi Pemberantasan Korupsi 
Salah satu yang menjadi cita-cita revormasi pada tahun 1998 ialah 
pemberantasan KKN, yang begitu marak pada era kepemimpinan orde baru. Hal itu 
menyebabkan terjadinya reformasih yang menuntut agar masalah KKN di Indonesia 
dapat diselesaikan, sehingga mendorong para pejabat, politisi, aktifis mahasiswa serat 
para ahli untuk membentuk badan khusus yang menangani masalah KKN di Negara 
kita, karena itu dibentuklah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemberantasan 
Korupai (KPK) untuk menindak para koruptor Negara. 
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Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
39
 
a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 
pidana korupsi;  
b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantansan 
tindak pidana korupsi;  
c) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntututan tindak pidana korupsi; 
d) Melakukan tindakan-tindakan penceghan tindak pidana korupsi;  
e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK berwenang; 
a) Meminta informasih tentang kegiatan tindak pidana korupsi kepada instansi 
yang terkait; 
b) Mengkoordinasikan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntuntan 
tindak pidan korupsi; 
c) Meminta laporan instansi terkait mengenai tindak pidana korupsi; 
d) Melaksakan dengar pendapat atau oertemuan instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Strategi pemberantasan korupsi termaktub dalam empat ranah utama yaitu 
pembangunan kelembagaan KPK, pencegahan korupsi, menindak koruptor, dan 
menggalang peran masayarakat dalam pemberantasan korupsi.
40
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Pembanguna kelembagaan KPK, caranya adalah menaikkan sumber daya 
manusia dan meningkatkan teknologi Informasi serta melakukan desain kelembagaan 
yang anti terhadap tekanan luar dalam menjalankan tugasnya. 
Pencegahan korupsi, tentunya hal ini guna mendukung upaya bagi para 
pejabat Negara untuk melakukan korupsi. Salah satuh caranya adalah dengan 
melakukan kerja sama tantara KPK dan institusi pendidikan dan lembaga lain dalam 
menggalangkan pendidikan anti korupsi. 
Menindak para koruptor, menindak perkara korupsi berskala besar. Sasaran 
pada aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang menggasak keuangan 
Negara dalam jumalah yang besar. 
Menggalang keikut sertaan masyarakat, dalam hal ini KPK menyediakan 
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ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 
HUKUM POSITIF INDONESIA DAN MAZHAB SYAFI’I 
 Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Korupsi di Indonesia A.
1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Lemabaga KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lemanaga 
negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
41
 Namun pada tahun 2019 telah dilakukan 
revisi Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, telah 
ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan persidangan 
di pengadilan yag menangani perkara korupsi. Undang-undang tersebut pada 
dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada 
dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.
42
 
Dengan di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka komisi 
pemeriksa kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian bidang pada Komisi 
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Pemberantasan korupsi. Selama Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk , 
komisi pemerikasaan kekayaan penyyelenggara negara tetap menjalankan fungsi dan 
tugas serta wewenangnya (pasal 69).
43
 
Adapun dalam menjalankan tugasnya, KPK sebagaimana yang diimaksud 
dalam pasal 5 UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisis 
Pemberantasan Korupsi, berasaskan pada: 
a. Kepastian Hukum. 
b. Keterbkaan. 
c. Akuntabilitas. 
d. Kepentingan umum. 
e. Proporsionalitas, dan 
f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
2. Strategi Pemberantasan Korupsi 
Komisi pemberantasan korupsi dalam bukunnya mengenal panduan 
memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan. Mengelompokan stategi 
pemberantasan tersebut keedalam 3 stategi yakni ; 
a. Strategi represif 
Strategi ini adalah strategi penintakan tindak pidana korupsi dimana seseorang 
diadukan, diselidiki, dituntut dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat 
bukti yang kuat 
b. Strategi perbaikan system  
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Strategi perbaikan system dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi 
caranya dengan kajian system, penataan layanan public melalui 
koordinasi/supervise pencegahan serta transparansi penyelenggara Negara. 
c. Strategi edukasi dan kampanye 
Strategi ini merupakan bagian dari upaya penvegahan yang memiliki peran 
strategis dalam pemberantasan korupsi melali strategi ini akan dibangun 
perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan 
masyarakat sejak usia dini. Ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan secara 
bersamaan. 
3. Upaya-Upaya Penindakan 
Upaya penindakan merupakan perwujudan dari strategi represif dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. Adapun upaya penindakan tindak pidana 
korupsi yaitu: 
1) Penanganan laporan pengaduan dari masyarakat. 
Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah 
dibutuhkan bagi KPK, akan tetapi pengaduan masyarakat tidak bisa ditelan 
secara mentah, perlu adanya ferifikasi lanjutan dalam hal ini penyelidikan 
untuk menelaah apakah laporan masyarakat itu benar adanya atau tidak. 
2) Penyelidikan 
Apabila dalam tahap penyelidikan mendapatkan bukti permulaan yang 
cukup mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam waktu 







Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup bagi orang yang diduga 
telah melakukan tindak pidana korupsi maka tersangka tindak pidana 
korupsi harus memberikan keterangan kepada penyidik. 
4) Penuntutan  
Setelah dilakukan penyidikan, penuntut umum melimpahkan kasus 
kepengadilan tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan 
pelimpahan ini, secara yuridi makam kewenangan penahan beralih 
kehakim yang memeriksa perkara tersebut. 
5) Pelaksanaan putusan pengadilan 
Setelah putusan hukum tetap oleh hakim, eksekusi dilakukan oleh jaksa. 




4. Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak pidana Korupsi Berdasar 
Ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 
19 Tahun 2019 Tenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Dalam menindak tindak pidana korupsi di Indonesia KPK menjadi ujung 
tombak dari penegakan tindak pidana korupsi, sehingga mekanisme penegakkan 
tindak pidana korupsi tentunya dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang yang 
diberikan oleh KPK. Adapun tugas dan wewenang KPK sangat luas yang terdapat 
dalam UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisis 
Pemberantasan Korupsi. Pasal 6 menjelasskan bahwa tugas KPK ialah: 
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a. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak 
Pidana Korupsi. 
Dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi maka dalam 
pasal 7 UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisis 
Pemberantasan Korupsi, KPK diberi kewenangan yaitu: 
(1) Melakukan pendaftaran dan pemeeriksaan terhadap laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara 
(2) Menerimah laporan dan menetapkan status gratifikasih 
(3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi 
(4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan 
tindak pidana korupsi 
(5) Melakukan kampannye anti korupsi kepada masyarakat. 
(6) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral anatar lemabaga negara 
untuk mencegah tindak pidana korupsi. 
b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 
pidana korupsi dan instansi yang bertugas dalam pelayanan publil. 
Dalam menjalankan tugas koordinasi tersebut KPK diberi kewenangan 
dalam pasal 8 UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019, yaitu: 
(1) Mengoordinasikan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. 






(3) Meminta informasi tentang kegiatan tindak pidana korupsi terhadap 
instansi yang terkait. 
(4) Melaksanakan dengar pendapat terhadap instansi yang terkait dalam 
menjalankan tugasnya. 
(5) Meminta laporan terhadap instansi yang berwenang tentang upaya 
pencegahan. 
c. Monitor terhadap penyelegara pemerintah 
Sebagaimana tugas KPK dalam melakukan Monitor, di dalam pasal 9 
UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019. KPK diberi wewenang 
sebagai berikut: 
(1) Melakukan pengkajian kepada penglolah administrasi lemabaga negara 
dan lembaga pemerintahan. 
(2) Memberi saran kepada pimipinan lembaga negara dan pemerintahan untu 
melakukan perubahan jika dalam pelaksanaan pengkajian, sistem 
administrasi tersebut dapat. 
(3) Melaporkan kepada presiden, DPR dan BPK jika saran dari KPK 
mengenenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. 
d. Melakukan supervisi terhadap pihak yang berwenang dalam pemberantasan 
tindak  pidana korupsi. 
Dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 
Tahun 2019, bahwa dalam menjalankan tugas supervisi KPK diberikan 
wewenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan 
terhadap instansi yang menjalankan tugas dan kewenangnya  yang berkaitan 





e. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana 
korupsi. 
Adapun kewenangan KPK yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat (1) UU. 
No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019 untuk menjjalankan tugasnya 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana 
korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi oleh aparat 
penegak hukum dan penyelenggara negara yang menyangkut kerugian negara 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00.  
Dalam hal ini apabila kerugian negara tidak memenuhi dua syarat diatas 
maka KPK wajib menyerahkannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan (pasal 
11 ayat (2)), akan tetapi KPK memiliki kewenangan untuk melakukan 
supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (pasal 11 ayat 
(3)) dalam kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 
KPK ketika dalam melakukan supervisi terhadap penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, 
KPK memiliki kewenangan untuk menganmbil ahli penyidikan dan 
penuntutan tersebut hal ini dejelaskan dalam pasal 10A ayat (1), pengambilan 
penyidikan dan penuntutan oleh KPK tersebut dengan memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat (2), yaitu: 
(1) Adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak 
ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 
(2) Apabila proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa penanganan atau 





(3) Apabila penanganan tindak pidana koruppsi ditujukan untuk melindungi 
pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya 
(4) Jika penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana 
korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 
(5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur 
tangan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
(6) Serta pertimbangan lain yang menurut Kepolisian dan Kejaksaan 
penanganan tindak pidana korupsi sulit untuk dijalankan. 
Apabilah KPK mengambil ahli penanganan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan terpenuhinya syarat diatas 
maka dalam pasal 10A ayat (3), (4) dan (5) ditetapkan bahwa Kepolisian dan 
Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan berkas perkara serta alat bukti 
dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal 
permintaan KPK untuk mengambil ahli perkara tersebut. Penyerahan tersebut 
dilakukan dengan cara membuat dan menandatangani berita acara penyerahan 
yang kemudian KPK memberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum 
yang menangani tindak pidana korupsi. 
f. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapat 
kekuatan hukum tetap. 
Dalam pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 jo UU. No 19 Tahun 2019 KPK 
dalam menjalankan tugas melaksanakan penetapan hakin dan putusan 





dan pdapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim 
dan putusang pengadilan. 
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi juga di dalam Undang-Undang tersebut 
mengatur tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi, yang bertugas 
dengan kewenangan memeriksa, mengadili serta memutuskan tindak pidana korupsi. 
Pengadilan tindak pidana korupsi berada dilingkup  peradilan umum. Hakim-
hakim yang ada dalam pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas hakim pengadilan 
negari dan hakim ad hoc. Hakim-hakim ini berada di tingkat Pengadilan Negeri , 
Pengaddilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agunng. Dalam bersidang memeriksa, 
mengadili, dan memutuskann perkara korupsi yang diajukan, baik pada tingkat 
pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi pemeriksaannya teridiri dari lima orang 
hakim, yakni dua orang berasal dari pengadilan yang bersangkutan dan tiga orang 
adalah hakim ad hoc.
45
 
Pada tanggal 29 oktober 2009 diberlakukanlah UU No. 46/2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adapun alasan diberlakukannya undang-undang 
ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Pembentukannya ditentukan 
dalam pasal 53 UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
berdasarkan putusan MK dinyatakan bertantangan dengan UUD Negara RI Tahun 
1945.
46
 Dalam undang-undang tersebut tidak ada penegasan tentang apakah hanya 
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penuntut umum dari KPK yang dapat mengajukan tuntuntutan ke pengadilan tindak 
pindana korupsi, sehinggga dalam hal ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum dari 
kejaksaan negeri juga dapat melakukan tuntutan tindak pidana korupsi.  
Oleh karena itu, maka Pengadila Tipikor yang dibentuk berdasarkan UU No. 
46/2009 mengadili perkara  korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK 
(berdasarakan UU KPK), termasuk juga dari kejaksaan negeri (berdasarka UU No. 
16/2004). Dalam UU No. 46/2009 juga tidak menetapkan tentang penyidikan tinndak 
pidana korupsi, oleh  karena itu penyidik boleh dilakukan Penyidik Polri, penyidik 
kejaksaan negeri maupun penyidik KPK.
47
 
Dalam masa dua tahun sejak diundangkannya  UU No. 46/2009 semua 
perkara korupsi akan diperiksa, diadili dan diputuskan  oleh Pengadilan Tipikor, 
kkarena seluruh ibu kota provensisudah terbentuk Pengadilan Tipikkor yang wilayah 
hukumnya meliputi  wilayah masing-masing provensi. Selain berwenang memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara korupsi, Pengadilan Tipikor juga berwenang 
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang yang 
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
48
 
UU No. 46 Tahun 2009 ini juga mengatur tentang lamanya penanganan setiap 
perkara korupsi, diatur sebagaii berikut: 
a. Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi menetapkan susunan majelis hakim 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 
tiga hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. 
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Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi waji dilaksanakan dalam waktu 
paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak penetapan majelis hakim (pasal 
27). 
b. Semua alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti 
yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secarah sah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim menentukan sah tidaknya 
alat bukti yang diajukan dimuka persidangan baik yang diajukan oleh 
penuntut umum maupun oleh terdakwa (pasal 28). 
c. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputuskan oleh 
pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 
120 hari setelah hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan 
kepengadilan tindak pidana koruspsi (pasal 29). 
d. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan dipputus 
dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara 
diterimah dipengadilan tingkat tinggi (pasal 30). 
e. Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam 
waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara 
diterimah Mahkamah Agung (pasal 31). 
f. Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan 
perkdara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling 
lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterimah oleh 







 Sistem Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif B.
Indonesia 
Setelah meletusnya gerakan reformasih pada tahun 1998, saat itu pula terjadi 
pembahasan tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi narasi 
pertama dari gerakan reformasih dimana pada masa pemerintahan sebelumnya 
korupsi meraja lela. Kemudian muncullah ide dari tokoh-tokoh reformasi untuk 
membendung tindak pidana korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dengan kewenangan yang otonom untuk memberantas pelaku tindak 
pidana korupsi bagi aparatur pejabat negara. Kemudian dibentuklah berbagai 
peraturan perundang-undangan sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana 
korupsi bagi KPK untuk melaksanakan tugasnya. 
1. Kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia 
Ketika kita berbicara tentang penegakan hukum termasuk dalam tindak pidana 
korupsi dalam sebuah negara, tentu kita harus berpijak terhadap sistem hukum serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, hal itu tentunya 
untuk memahami bagaimana penegakan hukum tersebut dan demi kepastian hukum 
dalam membicarakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal itu mengharuskan 
kita terlebih dahulu memahami anatomi sistem hukum tentang tindak pidana korupsi 
dan apa yang dimaksud dengan korupsi dalam perundang-undangan Negara Republik 
Indonesia. 
Korupsi bukan lagi sebagai kejahatan yang biasa, didalam perkembangannya 
korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Korupsi juga menimbulkan 





dianggap sebagai kejahata luar biasa (extra ordinary crime), hal ini menunjukkan 




Dalam sistem hukum Indonesia tindak pidana korupsi merupakan suatu 
kejahatan berat (tindak pidana khusus), ini bisa kita lihat dari sistem perundang-
undangan Indonesia dimana tindak pidana korupsi tidak dicantumkan atau tidak 
diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena KUHP 
merupakan tindak pidana umum, akan tetapi tindak pidana korupsi memiliki undang-
undang tersendiri, terhadap tindak pidana yang memiliki undang-undang khusus 
maka status dari undang-undang tersebut lebih tinggi kedudukannya terhadap 
undang-undang yang bersifat umum dalam penegakkan hukum oleh suatu negara.  
Hal ini berdasar pada asas hukum yang mengatakan “Lex specialis derogat 
legi generali” yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang 
umum.
50
 Dalam suatu sistem hukum apaila suatu kejahata atau perbuatan tindak 
pidana memiliki undang-undang tersendiri itu artinya bahwa kejahatan tersebut 
merupakan kejahatan luar biasa atau tindak pidana khusus.  
2. Penjabaran Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Pemidanaannya 
Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi serta pemidanaanya dapat kita lihat 
dalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: 
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A. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau 
Suatu Korporasi. 
Tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, 
atau suatu korporasi terdapat dalam Pasal 2, yang berbunyi; 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanan dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 
Apabila unsur tindak pidana korupsi dalam ayat (1) kita telaah, maka unsur-
unsurnya yaitu; 
1) Perbuatannya: Memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain, 
memperkaya diri suatu korporasi 
2) Secara melawan Hukum  
Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat 
tercelahnya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbutan yang dimaksud disini 
tentunya adalah memperkaya diri sehingga antara kata melawan hukum dengan 





3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomia Negara 
Tentang maksud “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. 
Tidak dijelaskan dalam penjelasan umummaupun penjelasan pasal 2. Tampaknya 
BPK menggunakan empat kriteria adanya kerugian Negara, adalah; 
 Berkurangnya kekayaan negara  dan atau bertambahnya kewajiban negara 
yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
 Tidak diterimahnya sebagian atau seluruh pendapatan yang 
menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara 
lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban  keuangan negara, yang 
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya 




Sementara itu yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat (2), 
yaitu: 
 Pada wakru negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. 
 Pada waktu terjadinya bencana alam nasional 
 Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi 
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 Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.52 
B. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan , 
Sarana Jabatan, atau kedudukan. 
Tindak pidanan tersebt dimuat dalam  Pasal 3 yang rumusannya adalah 
sebagai berikut; 
“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanaya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 puluh 
tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh jutu rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)”. 
Maksud dari pasal ini adalah orang yang karena memiliki suatu jabatan atau 
kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan untuk 
melaksanakan perbuatan-pebatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-
tugasnya . Abila kewenangn ini digunakan secara salah untuk melakukan perbatan 
tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Setiap perbuatan 
menyalahgunakan perbuatan dengan sendirinya dapat dikatakan melawan hukum,  
Kemudian apabila unsur diatas sudah jelas kemudian didalamnya ada unsur 
merugikan kuangan negara atau perekonomian negara maka perbuatan itulah yang 
dimasksud dengan perbuatan menyalahguanakan kewenagan jabatan.
53
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pelaku tindak pidana korupsi yang disebutkan diatas akan dipidanakan dengan pidana 
penjara  seumur hidup atau ppaling singkat satu tahun dan maksima dua puluh tahun 
atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00. 
C. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan (Pasal 5) 
Dalam hal tindak pidana korupsi penyuapan  hal ini diatur dalam pasal 5 
dengan rumusan sebagai berikut: 
(1) Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana dendan paling sedikit  
Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 setiap orang yang: 
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada peagawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyyelenggara negara tersubut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya: atau 
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan 
kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima perjanjian 
atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b 
dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Rumusan yang ada di dalam pasal tersebut terbagi dalam 3 bentuk tindak 
pidana korupsi yaitu dua pada ayat (1) dan satu pada ayat (2). 






a. Perbuatannya: memberi sesuatu dan menjanjikan sesuatu serta menerima 
pemberian dan menerima janji. 
b. Objeknya: pemberian dan perjanjiaan serta sesuatu yang diberikan dan seautau 
yang dijanjikan 
c. Kepada (a) pegawai negeri atau (b) penyelenggara negara. 
Unsur subjektif 
d. Kesalahan;  
 Dalam pasal 5 ayat (1) a. Disana dikatakan dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebt berbuat sesuatu atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
54
 
 Dalam pasal 5 ayat (1) b. Dikatakan bahwa Kerena atau berhubungan  
dengan sesutu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak 
dilakukan  dalam jabatanya.
55
 
 Dalam pasal 5 ayat (2), kesalahan disini adalah kesalahan yang ada pada 
pasal 5 ayat (1) a dan b dimana perbedaan hanya pada objek menerima 
pemberian atau janji. Korupsi jenis ini merupakan korupsi jenis pasif. 
D. Tindak Pidana Penyuapan pada  Hakim dan Advokat (Pasal 6) 
Tindak pidana korupsi pada hakin dan advokad dirumuskan dalam Pasal 6 
yang berbunyi sebagai berikut. 
(1) Dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat  3 (tiga) tahun  dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit  
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Rp150.000.000,00 (serarus limah puluh jutta rupiah) dan paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. Memberi atau mennjanjikan sesuatu kepada hakim ddengan maksud 
untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili; atau 
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad 
untuk mengadili sidang pengadilan  dengan maksud untuk 
memeengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuuk diadili. 
(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat  (1) huruf a atau advokad yang menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipidanakan dengan pidana yangg 
sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1). 
 Korupsi Penyuapan  pada Hakim dan advokad 
Apabila rumusan  Pasal 6 ayat (1) dan (2) dirinci, maka terhadap unsur-unsur 
sebagai berikut: 
Unsur-unsur Objektif 
a. Perbuatannya: memberi (sesuatu) dan menjanjikan (sesuatu). 
b. Objeknya: sesuatu kepada hakim dan advokad  yang menghadiri sidang 
peradilan 
Unsur-unsur Subjektif 
c. Kesalahan: bagi hakim yaitu dengan maksud untuk memengaruhi 





advokad yaitu dengan maksud untuk memengaruhi  nasehat atau 
pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
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 Hakim atau Advokad Korupsi Menerima Suap 
Korupsi suap bentuk ketiga yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) yang 
khusus bagi hakim atau advokad yang menerima suap Pasal 6 ayat (1) huruf 
a dan b, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Pembuatnya: Hakim dan Advokad 
b. Perbuatannya: menerima (sesuatu, disebt pemberian) dan menerimah 
(sesuatu) janji 
c. Objeknya sesuatu yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b57 
E. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan  dan Menjual Bahan Bangunan  dan 
Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan  TNI dan NKRI (Pasal 7) 
Adapun Rumudalam pasal 7 adalah sebagai berikut: 
(1) Dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 
7 tahun dan atau pidana dendan paling sedikit Rp100.000.000,00 dan 
paling banyak Rp350.000.000,00: 
a. Pemboronng, ahli bangunan yang pada waktu mebuat bangunan atau 
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
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keamanan orang atau barang, atau kesalamatan negara dalam keadaan 
perang 
b. Setiap orang yang bertugan mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a 
c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang kerperluan Tentara 
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 
negara dalam keadaan perang, dan 
d. Setiap orang yang bertugas mengawasi menyerahkan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
yang dimaksud alam huruf c. 
(2) Bagi orang yang menerimah penyerahan barang bangunan atau orang yang 
menerimah barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
 Korupsi Pemborong,  Ahli Bangunan  dan Penjualan  Bahan Bangunan 
Melakukan Perbuatan Curang 
Rumusan bentuk korupsi yang dirumuskan dalam  Pasal 7 huruf (a), yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Pebuatnya: Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan 
b. Perbuatannya: perbuatan curang 





d. Yang dapat membahayakan: keamanan orang, keamanan barang, 
keselamatan negara dalam keadaan perang. 
 Korupsi Pengawas Bangunan Membiarkan Perbuatan Curang 
Rumusan bentuk korupsi yang dirumuskan dalam  Pasal 7 huruf (b), yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
Unsur-unsur objektif 
a. Pembuatnya: pengurus bangunan dan pengawas penyerahan bahan 
bangunan 
b. Perbuatan: membiarkan (dilakukannya peruatan curang waktu membuat 
bangunan dan menyerahkan bahan bangunan) 
Unsur Subjektif 
c. Kesalahan: sengaja (membiarkan perbuatan curang) 
 Korupsi Menyerahkan Barang Keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara 
RI dengan Perbatan Curang. 
Rumusan bentuk korupsi yang dirumuskan dalam  Pasal 7 huruf (c), yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Perbuatannya: perbuatan curang 
b. Pada waktu menyerahkan barang keperluan  TNI dan atau Kepolisian 
Negara RI. 
c. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keada perang. 
 Korupsi Pengawas Penerima Penyerahan Barang Keperluan TNI dan NKRI 





Rumusan bentuk korupsi yang dirumuskan dalam  Pasal 7 huruf (d), yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
Unsur-unsur Objektif 
a. Pembuatnya: orang bertugas mengawasi penyerahan (barang keperluan 
TNI dan Kepolisian Negara RI). 
b. Perbuatannya: membiarkan perbuatan curang 
c. Objeknya: sebagai dimaksud huruf c (barang kepeluan  TNI dan 
Kepolisian RI) 
 Korupsi Membiarkan Perbuatan Curang pada Saat Menerima Penyerahan 
Barang Keperluan TNI atau KNRI 
Rumusan bentuk korupsi yang dirumuskan dalam  Pasal 7 ayat (2) yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Pembuatnya: orang yang menerima penyerahan bahan banguna atau 
orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau 
NKRI. 
b. Perbuatannya: membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) a dan c) 
F. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8) 
Korupsi Pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga yang 
dimaksudkan terdapat dalam pasal  8, dengan rumusan sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lambat 
15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling 





negeri yang diitugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 
menerus atau untuk smentara waktu sengaja mmenggelapkan uang atau 
surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surt berhargatersebt diambil atau digelapkan oleh orang lain,  atau 
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
Rumusan tindak pidana korupsi pasal 8 diadopsi dari  pasal 415 KUHP 
merupakan salah satu kejahatan jabatan yang sebelumnya telah ditarik 
menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 3 Tahun 1971. Apabila rumusan 
pasalh 8 tersebtu dirinci, maka dapat dilihat unsur.unsurnya sebagai berikut: 
Unsur Objektif 
a. Pembuatnya: pegawai negeri, orang selain pegawai negeri yanag 
ditugaskan menajalankan jabatan yang umum sementara atau terus 
menerus. 
b. Perbuatannya: menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, 
membiarkan orang lainn menggelapkan, membantu dalam melakukan 
pperbuatan itu. 
c. Objeknya: uang, surat berharga 
d. Yang disimpan karena jabatannya 
Unsur subjektif 
e. Kesalahan: dengan sengaja 
G. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-
daftar (Pasal 9) 






Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan ppaling lama 5 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak 
Rp250.000.000,00 pegawai negari atau orang selain pegawai negeri yang 
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 
untuk smentara waktud dengan sengaja memalsukan buku-buku atau 
daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 
Apabila rumusan tersebut terinci, maka terdiri atas unsur-unsur berikut: 
Unsur-Unsur Objektif: 
1. Pebuatnya: pegawai negeri, selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan jabatan umum 
2. Perbatannya: memalsu 
3. Objeknya: buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 
administrasi 
Unsur Subjekktif 
4. Kesalahan: dengan sengaja 
H. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat atau 
Daftar (Pasal 10) 
Korupsi yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam pasal 10 yang 
rumusan selengkapnya sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara paling seingkat 2 tahun dan paling lama 7 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling 
banyak Rp250.000.000,00 juta pegawai negeri atau orang selain pegawai 
negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatannya secara terus 





a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 
dapat dipakai barrang, akta, surat, atau dafatar yang digunakan untuk 
meyakinkan atau membktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang 
dikuasainya karena jabatannya. Atau 
b. Membirkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai bbarang, akta, surat, atau daftar 
tersebut., atau 
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
tersebut. 
Menurut rumusan pasal 10 ada tiga bentuk tindak pidana korupsi 
bagaimana dirumuskan pada huruf a, b dan c yang masing bentuk dapat 
dirinci unsur-unsurnya sebaga berikut: 
1. Bentuk Pertama 
Sebagai mana dirumuskan pada butir a terdiri atas unsur-unsur sebagai 
berikut: 
Unsur-Unsur Objektif 
a. Pembuatnya: pegawai negeri, selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu 
b. Perbuatannya: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, 
membikin tidak dapat dipakai 





Yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat 
yang berwenang. 
d. Yang dikuasainya karena jabatan 
Unsur subjektif 
e. Kesalahan: dengan sengaja  
2. Bentuk Kedua 
Unsur yang ada di dalam butir b adalah sebagai berikut: 
Unsur objektif 
a. Pembuatnya: pegawai negeri, orang selain pegawai negeri yang diberi 
tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu 
b. Perbuatannya: membiarkan orang lain menghilangkan, membiarkan 
orang lain menghancurkan, membiarkan orang lain merusakkan, 
membiarkan orang lain membuat tidak dapat dipakai 
c. Objeknya: barang, akta, surat, daftar tersebtu pada huruf a 
Unsur Subjektif 
d. Ksalahan: dengan sengaja 
3. Bentuk Ketiga 
Yang dirumuskan dalam huruf c terdapat unsur-unsur sebagai berikut:   
Unsur objektif 
a. Pembuatnnya: pegawai negeri, orang selain pegawai negeri yang diberi 






b. Perbuatannya: membantu orang lain menghilangkan, membantu orang 
lain menghancurkan, membantu orang alain merusakkan, membantu 
orang lain membuat tidak dapat di pakai 
c. Objeknya: barang, akta, surat, daftar tersebut 
Unsur subjektif 
d. Kesalahan: dengan sengaja 
I. Korupsi pegawai Negeri Menerima Hadiah atau janji yang berhubungan 
dengan kewenangan jabatan (Pasal 11) 
Tindak  pidana pegawai negeri menerima suap yang dimaksudkan 
ditempatkan dalam pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 yang ulasan 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1 tahun dan paling lama 5 
tahun dan atau pidana dengda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling 
banyak Rp250.000.000,00 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerimah hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan 
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubngannya dengan 
jabatannya. 
Rumusan korupsi ppegawai negeri menerimah suap pasal 11 diatas jika dirinci 
terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur objekktif 
1. Pembuatnya: pegawai negeri, penyelenggara negara 





3. Objekknya: hadiah, janji 
Unsur subjektif 
4. Kesalahan: diketahuinya, patut diduga; (a) bahwa hadiah atau janji 
tersebut  diberikan karena kekuasaan atau kkewenangan yang 
berhubungan  dengan jabatannya atau (b) menurut pikiran orang yang 
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan 
jabatannya. 
J. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyyelenggara Negara atau Hakim dan 
Advokad menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri memaksa untuk 
membayar, memotong Pembayaran , Meminta Pekerjaan, Menggunakan 
Tanah Negara dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12) 
Tindak pidana korupsi yang dimaksudkan tersebut berupa tindak pidana 
korupsi yang berasal dan diadopsi dari pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 
KUHAP yang dimuat dalam satu pasal, yakni ppasal 12 UU No. 20 Tahun 
2001 yang rumusannya sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara paling 
singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.00, dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 yankni sebagai 
berikut: 
a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimah hhadiah 
atau janji pada hal diiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau 
jjanji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu 





b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimah hhadiah, 
pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebt diberikan 
sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 
c) Hakim menerimah hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi 
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.  
d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan, 
menerimah hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau 
pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 
e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. 
f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembanyaran 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 
kepada khas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara 





kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebur bukan merupakan 
utang 
g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta, atau menerimah pekerjaan, atau 
menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. 
h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya 
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-
uundangan telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya 
bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan. 
i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung atau tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborngan, pengadaan, 
atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan mereka ditugaskan 
untuk mengurus atau mengawasinya, baik seluru atau sebagian. 
 Korupsi menerimah  suap bentuk pertama (pasal 12 a) 
Unsur onjektif 
a. Pembuatnya: pegawai negeri, penyelenggara negara 
b. Perbuatannya: menerimah (hadiah), menerimah (janji) 
c. Objeknya: hadiah, janji 
Unsur subjektif 
d. Kesalahan: (a) diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikat untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak 





kewajibannya. (b) patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkannya agar melakuakan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya 
 Korupsi menerimah suap bentuk kedua (pasal 12 b) 
Unsur objektif 
a. Pembuatnnya: pegawai negeri, penyelenggara negara 
b. Perbuatannya: menerimah (hadiah). 
c. Objeknya: hadiah 
Unsur subjektif 
d. Kesalahan: (a) diketahuinya bahwa hhadiah tersebut diberikan sebagai 
akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya., (b) patut 
diduga bahwa hadiah tersbut diberikan sebagai akibat atau karena telag 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya. 
 Korupsi Hakim  dan  Advokad menerimah suap (pasal 12 c dan d) 
Rumusan pidana korupsi menerimah suap adalah sebagai berikut; 
Unsur Objektif 
a. Pembuatnya: Hakim dan Advokad 
b. Perbuatannya: Menerimah (hadiah), atau menerimah (janji) 






d. Kesalahan: diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili. 
 Korupsi pegawai negeri atau peneyelenggara negara dengan 
menyalahgunakan kekuasaan (pasal 12 huruf e) 
Adapun rumusannya sebagai berikut: 
a. Pembuatnya: pegawai negeri , penyelenggara negara 
b. Perbuatan: memaksa (seseorang) 
c. Caranya: dengan menyalahgunakan kekuasaan  
d. Objeknya: seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, 
menerimah pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu 
bagi dirinya sendiri 
Unsur Subjektif 
e. Kesalahan: maksud menguntungkan diri sendir dan orang lain secara 
melawan hukum 
 Korupsi pegawai negeri penyelenggera negara yang pada waktu 
tugasmeminta pembayaran (pasal 12 f) 
Adapun Unsur-unsurya sebagai berikut: 
Unsur objektif: 
1. Pembuatnya: pegawai negeri, penyelenggara negara. 
2. Perbatannya: pada waktu menjalankan tugas; meminta (pembayaran) , 
menerimah (pembayaran), dan memotong (pembayaran). 





4. Kepada: pegawai negeri, penyelenggara negara yang lain, dan khas 
umum. 
5. Seolah-olah pegawai negeri; atau khas umum berutang kepadanya. 
Unsur subjektif 
6. Kesalahan; dikethuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. 
 Korupsi pegawai negeeri atau penyelenggara negara meminta atau 
menerima pekerjaan atau penyerahan barang (pasal 12 g) 
Adapun rumusan unsurnya sebagai berikut: 
Unsur objektif 
1. Pembuatnya: pegawai negeri, penyelenggara negara 
2. Perbatannya: pada waktu menjalankan tugas, (a) meminta pekerjaan, 
(b) menerimah pekerjaan, (c) menerimah penyerahan barang 
3. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya 
Unsur Subjektif 
4. Kesalahan: diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang  
 Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam 
menjalankan tugas menggunakan tanah negara merugikan yang berhak 
(pasal 12 h) 
Apabila rumusan diatas dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai 
berikut: 
Unsur objektif 





2. Perbatannya: pada waktu menjalankan tugas menggunakan (tanah 
negara) 
3. Objeknya: tanah negara yang diatasnya ada hak pakai 
4. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
5. Tidak merugikan yang beerhak 
Unsur subjektif 
6. Diketahuinya bahwa perbatan tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan 
 Tindak pidana jorupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara turut 
serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan (pasal 12 i) 
Rumusan pasal 12 i itu berasal dar kejahatan jabatan pasal 435 KUHP 
yang jika rumusan itu dirinci terdiri atas unsur-unsur berikut: 
Rumusan objektif 
1. Pembuatnya: pegawai negeri dan penyelenggara negara 
2. Perbuatannya: baik langsung atau tidak langsung, turut serta (dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan) 
3. Dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. 
4. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian 
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 
Unsur subjektif 
5. Kesalahan: dengan sengaja 






Tindak pidana korupsi menerimah gatifikasih dalam pasal 12 B dirumuskan 
sebagai berikut: 
(1) Setiap gratifikasih kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuaan: 
a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih pembuktian bahwa 
gratifikasih tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 
gratifikasih;  
b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa 
gratifikasih suap dilakukan oleh penuntut umum 
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 
dimakssud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda 
paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 
Pasal 12B berhubungan erat dengan pasal 12C, dan kedua norma pasal tesebut 
berada dalam satu sistem hukum. Rumusan pasal 12C adalah: 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasa 12 B ayat (1) tidak berlaku, 
jika penerimah melaporkan gratifikasih yang diterimah kepada Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan oleh penerimah gratifikasih paling lambat 30 hari kerja trhitung 





(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 
30 hari kerja sejak tanggal penerimah laporan wajib menetapkan 
gratifikasih dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan penetuan status gratifikasih sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Unsur-unsur TPK menerimah gratifikasih: 
 Agar dapat di terapkan, maka rumusan pasal 12B ayat (1) huruf a dan 
b jo 12C, perlu digali dan ditetapkan unsur-unsurnya. Unsur TPK menerima 
gratifikasih pasal 12B jo pasal 12C, ialah: 
1. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau 
penyelenggara negara. 
2. Unsur perbuatan: menerimah 
3. Unsur objek: gratifikasih  
4. Unsur: berhubungan dengan jabatannnya dan yang berlawanan dengan 
kewajiban dan tugasnya. 
5. Unsur: tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 
30 hari kerja sejak menerimah pemberian. 
L. Korupsi Penyuapan Pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan 
Jabatan (Pasal 13) 





“setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mnginngat kekuasaan atau wewenang yag mellekat pada jabatan 
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat 
pada jabatan atau keedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 tahun  dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00.” 
Apabilah rumusan diatas dirinci, terdiri atas unsur-unsur berikut: 
1. Perbuatannya: memberi (hadiah), memberi (janji) 
2. Objeknya: hadiah, janji 
3. Pada pegawaii negeri 
4. Dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kkedududkan 
tersebut. 
3. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
Di dalam pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 dalam hal penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan dalam kasus tindak pidana korupsi dikatakan bahwa penyidikan, 
penuntutan  dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali dalam hal yang telah ditentukan lain dalam UU No. 31 Tahun 1999 
Jo UU No. 20 Tahun 2001. Juga didalam UU No. 19 Tahun 2019 pasal 38 dijelaskan 
bahwa penyelidik, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, 
dan penuntut umum pada komisi pemmberantasan koruppsi, kecuali ada ketentuan lai  





pemyidikam dam penuntutan dan pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi berlaku 
juga UU lain yang berkaitan dengan Hukum Acara pidana dalam hal ini KUHAP. 
Sementara itu dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 tentang penyidik menyatakan 
bahwa “penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti 




Dari rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, diatas kita bisa memahami proses 
penyidikan sebagai berikut: 
 Bahwa penyidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami 
suatu perkara tindak pidana yang masih bersifat dugaan. 
 Bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan harus bekerja atau 
menjalankan penyidikan berdasar ketentuan Undang-Undang dalam hal Ini 
KUHAP. 
 Tujuan dari penyidikan adalah: mencari dan mengumpulakan barang bukti, 
menemukan tersangka. Jadi tujuan akhir dari penyidikan adalah membuat 
terang perbuatan tindak pidana dan mengetahui siapa pembuatnya. 
Dari sini kita bisa memahami bahwa dilakukannya penyidikan karena 
diketahui ada tindak pidana, walaupun yang diketahui itu masih bersifat belum pasti. 
Oleh karena itu penyidikan merupakan tindak lanjut setelah ada penyelidikan, hal ini 
tentunya guna mendapatkan bukti awal terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
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Dalam hal di lakukan penyidikan terhadapa tindak pidana korupsi pasal 28 
UU. No. 31 Tahun 1999 di tetapkan bahwa tersangka wajib memberikan keterangan 
tentang seluruh harta bendan tersangka serta istri atau suami, anak dan harta benda 
setiap orang atau korporasi  yang diketahui mempunyai hubungan dengan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Sedangkan dalam pasal 29 di tetapkan 
bahwa demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan maka penyidik, 
penuntut dan hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank sekaitan dengan 
keadaan keuangan tersangkat atau terdakwa melalui Gubernur Bank Indonesia. 
Dalam pasal 30 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa dalam hal melakukan 
penyidikan,  penyidik berhak membuka, memeriksa serta menyita surat dan kiriman 
melalui pos, telekomunikasih atau hal lain yang dicurigai berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi yang diilakukan oleh terdakkwa. 
Apabila penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
korupsi tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukannya ke Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi, akan tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dalam 
hal ini penyidik segerah menyerahkan perkara hasil penyidikan tersebut  keppada 
Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan guna dilakukan gugatan 
perdata (penjelasan pasal 32). Apabilah dalam penyidikan tersangka meninggal dunia, 
sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara maka penyidik harus 
menyerahkan berkas penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau Intansi 






Sementara itu di dalam UU No. 30 Tahun 2002 Jo UU. No. 19 Tahun 2019 
tentang Komiisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam menjalanka 
tugas penyelidikan dan penyidikan sebagai mana ditetapkan dalam pasal 12 diberikan 
wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap tersangka atas isin dari dewan 
pengawas guna memudahkan penyelidikan. Kemudian KPK dalam melakukan 
penyadapan memliki kewenangan: 
 Memerintahkan kepada suatu instansi untuk melarang seseorang berpergian 
 Meminta keteragan kepada Bank ataulembaga keuangan tersangka atau 
terdakwa 
 Meminta kepada Bank atau lembaga keuangan lain untuk memblokir 
rekening yang diduga hasil dari korupsi tersangka, terdakwa atau pihak lain 
yang terkait. 
 Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 
 Melakukan penghentian sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, 
dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta 
konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang 
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup berkaitan dengan tiindak pidana 
korupsi 
 Meminta bantuan interpol atau instansi penegak hukum negara lain untuk 
melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar 
negeri. 
 Meminta bantuan kepolisian atau  instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam 





Selain kewenangan untuk melakukan penyadapan, penyidik dan penyelidik 
KPK juga dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas isin tertulis dari dewan 
pengawas. 
Apabila berselang waktu 2 tahun sejak dilakukannya penyidikan ataupun 
penuntutan maka KPK dapat memberhentikan penyidikan dan penuntutan tersebut, 
pemberhentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada dewan 
pengawas paling lambat 1 minggu sejak dikeluarkannya perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan, yang kemudian penghentian tersebut harus 
dipublikasikan oleh KPK. Namun apabila telah terdapt bukti baru setelah penghentian 
penyidikan dan penuntutan maka pimpinan KPK dapat mencabut kembali 
pemberhentian penyidikan dan penuntutan tersebut. 
4. Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
a) Pembuktian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Setelah berlakunya KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok  hukum 
pidana formal (hukum acara). Undang-Undang ini mengatur suatu sistem 
mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanyaalat bkti untu selanjutnya 
dilakukan persesuaian dengan dugaan pelanggaran atau kejahatan terdakwa, 
yang akhirnya adalah menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya 
yang didakwakan kepadanya. 
Didalam KUHAP pada Bab XVI bagian keempat pasal 183 sampai pasal 





pendekatan pembuktian negatif atau Negatif Wettelijk Overtuiging. Dengan 
dasar teori ini maka hakim dapat memutuskan perkara terhadap terdakwa 
berdasar keyakinan (hakim) dengan alat bukti yang sah, dengan didasari pada 
minimal dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP.
59
 
Adapun yang dimaksud dengan dua alat bkti yang sah haruslah 
memperhatikan  tata urutan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP, yaitu: 
 Keterangan saksi 
 Keterangan ahli 
 Surat 
 Petunjuk 
 Keterangan terdakwa 
Pembuktian tersebut dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai 
yang terdapat dalam pasal 137 KUHAP.
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b) Pembuktian Tindak Pidana Korupi berdasar Undang-Undang Korupsi 
Sementar dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang di ubah dalam UU. No. 20 
Tahun 2001 pasal 26 A menggariskan tentang penambahan alat bukti disana 
dikatakan bahwa penambahan alat bukti berupa: 
 Alat bukti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu. 
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 Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasih yang dapat dijabat, 
dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secera elektronik, yang berupa tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 
memiliki makna. 
Sementara itu jika ditemukan suatu kasus tindak pidana korupsi yang sulit 
pembuktiannya maka ditetapkan dalam pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 untuk 
membentuk tim gabungan  dibawah koordinasi Jaksa Agung. 
Apabila perkara dalam proses peradilan, terdakwa meninggal dunia 
sedangkan pihak penuntut umum menemukan adanya kerugian negara secarah 
nyata maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk 
dilakukan gugatan perdata (sebagaimana ditetapkan dalam pasal 34 UU No. 
30 Tahun 1999. 
Sekaitan dengan persaksian dalam pasal 35 UU No. 30 Tahun 1999 
ditetapkan bahwa setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau 
ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, 
dan cucu dari terdakkwa, akan tetapi kendati pihak dari keluarga tersebut 
disetujui oleh  terdakwa untuk menjadi saksi maka pihak terdakwa terebt 
dibolehkan untuk menjadi saksi atau tanpa persetujuan mereka dapat menjadi 





Dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 disana 
dijelaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembuktian 
terbalik atau membuktikan bahwa  terdakwa tidak melakukan tinndak pidana 
korupsi, ketika terdakwa mampu membuktikan bahwa dakwaannya tidak 
benar maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk 
memutuskan bahwa dakwaan penuntut tidak terbukti. 
Kemudian dalam pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 
Tahun 2001 dijelaskan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang 
selurruh harta bendanya dan harta benda suami atau istrinya serta anaknya dan 
siapappun yang diduga berkaitan dengan perkara tindak ppidana korupsi 
tersebut. Ketika dalam proses peradilan terdakwa tidak bisa membuktikan 
tenttang kekayaannya dan pengasilannya atau sumber penambahan 
penghasilan maka hal itu menjadi dasar untuk memperkuat alat bukti terjainya 
tindak pidana korupsi. 
Terdakwa dalam melakukan pembelaan untuk membuktikan bahwa ia 
tidak melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk membuktikan bahwa 
harta benda miliknya yang belum didakwakan oleh penuntut umum yang 
diduga berasal dari tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak dapat 
membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan hasil dari korupsi maka harta 
benda tersebut dinyatakan sebagai hasil korupsi sehingga hakim berwenang 
memutuskan seluruh atau sebagaian harta tersebut untuk dirampas negara, 
perampasan tersebut diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan 
tuntutan pada perkara pokok. Apabila terdakwa tidak terbukti dalam tuntutan 





tuntutan hukum dan tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh 
hakim. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan 
tetapi masih ada harta benda terdakwa yang diduga atau patut diduga 
merupakan hassil dari korupsi yang belum dikenakan perampasan oleh negara 
maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli 
warisnya (pasal 38 B dan C) 
 Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam Menurut C.
Mazhab Syafi’i 
1. Sumber Hukum dan Metode Ijtihad dalam Pandangan Mazhab Syafi’i. 
Imam Syafi‟i di dalam membangun mazhabnya dengan konsep ushul fiqih 
yang kemudian ia tulis dalam karyanya dengan judul ar-Risalah dan al- Umm. 
Dengan landasan fiqih yang dirrumuskannya, imam Syafi‟i membangun fatwa-fatwan 
fiqihnya yang dikenal dengan aliran mazhab Syafi‟i. Menurut Imam Syafi‟i 
tongakatan-tingkatan dalam ilmu, yang menjadi dasar pemikirannya dalam 
melakkukan istimbat hukum ialah sebagai berikut; 
a. Ilmu yang diambil dalam  dari kitab Al-Qur‟an. 
b. sunnah Rasulullah SAW., apabila telah ditetapkan kesahihannya. 
c. Ilmu yang diambil dari Ijjma‟ sahabat dan para ulama. 
d. Qiyas, apabilah tidak ditemukan ketetapan hukumnya dari dalil diatas.61 
e. Istidlal. Imam Syafi‟i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum 
jika tidak menemukan hukum setelah sumber hukum diatas. Adapun dua 
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sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi‟i adalah „Urf (adat istiadat) 
dan aturan yang telah dibawa oleh nabi dan rasul seblumnya (Istihsab).
62
 
Secara hirarkis tampaknya dalam mazhab Syafi‟i tidak menggunakan 
maqashid al-syariah. Akan tetapi dalam Mazhab syafi‟i tidak menolak metode 
istimbat hukum secara keseluruhan diluar dari metode istimbat yang secara hirarkis 
disebutkan diatas, dalam beberapa kasus ulama mazhab syafi‟i  ada yang menggukan 
metode istishlahi dan al-mashalih  al-murshalah. Memang secara umum menolak 




Imam Syafi‟i dalam melakukan istimbat hukum memposisikan Al-Qur‟an dan 
Sunnah sebagai sumber hukum yang sama atau sejajar dalam mengeluarkan hukum 
furu‟. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa sunnah bukan cabang dari Al- Qur‟an. 
Sehingga apabila terjadi perbedaan anatar Al-Qur‟an dan Sunnah maka hendaklah 
mengutamakan Al-Qur‟an. Penyandingan antara Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai 
sumber hukum yang pertama dengan alasan bahwa Al-Qur‟an memiliki kebenaran 




Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah  Ijma‟ . Menurut Imam 
Syafi‟i, Ijma‟  merupakan kesepakatan para mujtahid yang berada pada suatu masa 
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dan mengikat seluruh kaum muslimin. Sehingga Imam Syafi‟i menolak Ijma 
penduduk Madina, dengan alasan bahwa penduduk Madina hanya sebagian kecil dari 
ummat islam. Kemudian  Imam Syafi‟i berpegang kepada pendapat para sahabat, baik 
pendapat itu menimbulkan perbedaan pendapat anatara sahabat maupun disepakati 
oleh semua sahabat. Imam Syafi‟i berkata bahwa “pendapat para sahabat lebih baik 
dari pada pendapat kita sendri untuk diiamalkan.
65
 
Metode utama yang digunakan dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi‟i 
membuat suatu kaidah dalam memakai qiyas ketika hendak melakukan istimbat 
hukum, yang membedakan antara ar-ra‟yu yang sahih dan mana yang tidak sahih. 
Sehingga imam Syafi‟i merupakan ulama yang pertama kali menjelaskan hakkikat 
qiyas dalam melakukan istimbat hukum.
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2. Makna Korupsi Menurut Mashab Syafi’i 
Mayoritas dari ulama bermazhab syafi‟iyyah dan termasuk imam Syafi‟i 
sendiri lebih cendrung mengkategorikannya sebagai tindak pengkhianatan, karena 
pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelolah harta khas negara. 
Menurut Imam Syafi‟i seorang yang mengambil harta yang dipercayakannya untuk 
mengelolah harta kas negara.
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Dari sini kita dapat memahami bahwa dalam mazhab syafi‟iyyah koruptor 
tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah pencurian melainkan perbuatan koruptor 
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adalah pengkhianatan terhadap jabatan atau amanah yang telah dilimpahkan 
kepadanya yang dalam istilah fiqh jinayah disebut sebagai ghulul.  
Dasar hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi‟i adalah suatu riwayat ketika 
Umar Ibn Al-Khattab mencurigai salah seorang sahabat. Ketika itu salah seorang dari 
kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun 
menemui Umar. Dalam dialognya dengan Umar, kata-kata Hurmuzan menyebabkan 
kemarahan Umar sehingga hendak dibunuh, lalu sahabat yang mendapingi  hurmuzan 
turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Ketika itu Umar curiga bahwa bahwa 
sahabat yang mendapingi Hurmuzan telah menerimah suap dari Hurmuzan, dan Umar 
mengancam menghukum siksa sahabat tersebut jika ia tidak bisa menghadirkan saksi 
jika tidak bisa mengahdirkan saksi untuk menjelaskan bahwa ia tidak menerima suap 
dari musrikin dalam hal ini Hurmuzan.
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Jika kita memahami illat hukum diatas, maka logika yang digunakan adalah 
sulitnya dilakukan penelusuran kembali. Karena  pelaku pengkhianatan 
melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sehingga sangat sulit untuk ditelusuri. 
Oleh karena itu  perlu ditetapkan hukuman untuk mencegah pelakunya. Berbeda 
dengan mecopet dan rampok. 
3. Risalah  Al-Qada’ dalam Pandangan Imam Syafi’i 
Menurut Imam Syafi‟i, beberapa asas-asas atau Risal Al-Qada‟ yang ,menjadi 
dasar  dalam melakukan proses peradilan, adalah sebagai berikut: 
1. Asas-Asas Bagi Hakim dalam Menjalankan Proses Peradilan. 
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a) Hakim sangat dianjurkan untuk menggelar persidangan di tengah kota, 
atau di tempat yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Serta ketika 
hakim memutuskan perkara tidak ada sesuatu yangmenghalanginya 
b) Hakim tidak boleh memutusknan perkara di dalam masjid. 
c) Dua orang yang berperkara harus diperlakukan adil (sama) oleh hakim 
dalam tiga hal, yaitu: 
 Tempat duduk untuknya, 
 Cara hakim berbicara kepadanya, hakim harus memberi kesempatan 
keduanya untuk berbicara, 
 Cara hakim melirik atau melihat kepada kedua orang yang berperkara 
harus adil (artinya bahwa hakim tidak boleh melirik dengan 
pandangan yang berbeda antara kedua belah pihak) 
d) Hakim tidak boleh  menerima hadiah dari keluarga orang yang 
berperkara 
e) Hakim dilarang menetapkan putusan hukum ketika ia berada dalam 
keadaan, marah, lapar, haus, sangat menginginkan bersama istri, sedih, 
sangat senang, sakit, ingin buang hajat,  mengantuk, cuaca yang sangat 
dingin ataupun panas atau berbagai kondisi yang membuat jiwanya tidak 
tenang. 
f) Hakim tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum dakwaannya 
semmpurnah, maksudnya hakim haru mendengarkan dakwaannya secara 
keseluruhan sebelum bertanya kepada terdakwa. 






h) Hakim tidak boleh membantu atau menuntun salah satu pihak yang 
berperkara cara untuk berdalih dan menyusun pernyataan. 
i) Surat seorang hakim kepada hakim lain yang berisi putusan hukum 
(bagi orang yang berada diwilayahnya) tidak boleh diterima (untuk 
dibacakan), kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
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2. Tentang Persaksian dalam Persidangan 
Imam Syafi‟i berkata jika ada banyak saksi yang bersaksi dihadapan 
seorang hakim dan mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal, hakim 
harus menulis data pribadi masing-masing saksi. Terlebih dahulu haki 
harus mencatat nasabnya jika mereka mempunyainya, menanyakan 
pekerjaan, dan juga nama aliasnya jika ada serta kediamannya dan tempat 
ibadahnya. 
Sang hakim harus bertanya kepada masing-masing saksi mengenai 
validitas kesaksiannya, hari dan lokasih dimana ia menyaksikan peristiwa 
tersebut, siapa yang ada disana dan apa yang terjadi, serta ucapan yang ada. 
Setelah itu barulah sang hakim menetapkan semuanya.
70
 Adapun beberapa 
pendapat Imam Syafi‟i dalam hal persaksian, yaitu:  
a) Syarat saksi, yaitu beragama islam, balig, berakal, merdeka, adil. Dalam 
konteks oraang yang dianggap sebagai adil menuurut imam Syafi‟i 
adalah: 
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 Tidak pernah melakukan dosa besar 
 Tidak banyak melakukan dosa kecil 
 Memiliki keyakinan agama yang baik 
 Dapat mengendalikan diri pada saat marah 
 Menjaga diri dari pperilaku yang tidak terpuji (memiliki muru‟ah) 
b) Apabila pendakwa memiliki saksi-saksi terhadap dakwaan (bayyinah), 
hakim harus mendengarkannya dan memutuskan hukum berdasarkan 
bayyinah tersebut.  
c) Apabila pendakwa tidak bisa menghadirkan saksi, maka dasar 
pembuktian dakwaannya  diambil dari pengakuan terdakwa dalam 
sumpahnya. 
d) Jika terdakwa menolak untuk bersumpah, maka dasar pembuktiannya 
diambil dari sumpah pendakwa, yang kemudian pendakwa berhak atas 
tuntutannya. 
e) Apabila dua orang berselisi atas suatu harta (benda) yang berada pada 
salah satunya, pernyataan yang dibenarkan adalah pengakuan orang 
yang memegang harta dibawah sumpah. 
f) Apabila harta benda yang diperselisihkan dipegang oleh kedua orang 
yang berselisi, maka keduanya disumpah dan harta (benda) itu dibagi 
rata kepada keduanya. 
g) Siapa saja yang bersumpah atas perbuatan yang dilakukannya, ia harus 
bersumpah dengan pernyataan yang pasti dan jelas. 






 Jika isi sumpah menegaskan perbuatan, ia harus bersumpah dengan 
pernyataan yang pasti. 
 Jika isi sumpahnya meniadakan perbuatan maka, ia bersumpah 
dengan pernyataan tidak tahu. 
j) Kebenaran (hak) yang dapat diterimah dengan persaksian dua orang 
laki-laki. Kebenaran ini tidak berkaitan dengan tuntutan laki-laki boleh 
melihatnya. 
k) Kebenaran (hak) yang dapat diterimah dengan pernyataan dua orang 
saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan 
ataupun satu saksi laki-laki dan sumpah pendakwa (penggugat). 
Kebenaran ini berkaitan dengan tuntutan harta. 
l) Kebenaran (hak) yang dapat diterimah dengan pernyataan dua orang 
saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau 
empat saksi perempuan. Kebenaran ini berkaitan dengan hal-hal yang 
tidak pantas dilihat oleh laki-laki. 
m) Kesaksian orang buta hanya diterimah dalam hal kematian, keturunan, 
kepemilikan mutlak, penjelasan bahasa, semua peristiwa yang 
disaksikan sebelum buta dan kesaksian yang disimpannya. Kesaksian 
orang yang mengambil manfaat untuk dirinya  dan kesaksian orang yang 
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4. Putusan dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mazhab Syafi’i. 
a. Keputusan Hakim 
Imam Syafi‟i berkata, Allah Swt. maha menguasai dan menetapkan hukum 
terhadap batin, namun tidak menetapkan hukum kepada hamba-Nya berdasarkan 
realitas. Oleh sebab itu ketika seorang hakim menetapkan hukkum secara lahiria 
dimana ia diciptakan untuknya, ia tidak perlu mempersoalkan aspek batin yang 
menjadi kekuasaan Allah. 
Ketika seorang hakim menetapkan hukum, sementara orang yang dihukumi 
mengetahui bahwa hukum yang ditetapkan  kepadanya secara lahiria adalah benar 
menurut hakim dan salah menurut ilmunya, bukan ilmu hakim, maka ia tidak boleh 
mengadopsinya dan mengadopsinya adalah haram.
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b. Pemidanaan Korupsi dalam Mazhab Syafi‟i 
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahsan sebelumnya sekaitan dengan 
posisi tindak pidana korupsi dalam mazhab Syafi‟i yang memasukkan tindak pidana 
korupsi dalam kategori fiqih jinayah Al-Ghulul atau sebuah pengkhianatan  
Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku Al-Ghulul, Imam Syafi‟i pernah 
ditanya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku Al-Ghulul, Imam Syafi‟i 
berkata bahwa “tidak ada hukuman („Iqab) seseorang pada hartannya tetapi pada 
badannya. Sesungguhnya Allah menjadikan Al-Hudud pada badan, demikian pula Al-
Uqubat (sangsi), adapun terhadap harta maka tidak ada „uqubah atasnya. Imam 
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Syafi‟i lebih lanjut berpendapat bahwa jenis-jenis sangsi hukum ta‟zir yang dapat 
diterapkan  terhadap pelaku korupsi adalah; 
1. Penjara, 
2. Pukulan yang tidak menyebabkan luka, 
3. Menampar, 
4. Dipermalukan, 
5. Diasingkan, dan 
6. Dihukum cambuk dibawah empat puluh kali. 
Dalam pemidanaan penjara Qulyubi berpendapat bahwa, bisa saja 
menerapkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku yang banyak melakukan 
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RELASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 
HUKUM POSITIF INDONESIA  DAN HUKUM ISLAM MENURUT 
MAZHAB SYAFI’I 
A. Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 
Islam menurut Mazhab Syafi’i 
1. Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia. 
Secara Yuridis dalam hukum positif Indonesia korupsi diartikan sebagai 
“perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama, beberapa orang 
secara propesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu 
birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.
74
  
Dalam hukum tindak pidana korupsi, secara umum perbuatan tindak pidana 
korupsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana korupsi aktif dan tindak 
pidana korupsi pasif. Tindak pidana korupsi aktif merupakan tindak pidana korupsi 
yang rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil, juga 
bisa disebut sebagai perbuatan jasmani dalam arti untuk mewujudkannya perlu 
gerakan tubuh atau bbagian dari tubuh orang.
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 Sedangkan, Tindak pidana korupsi 
pasif adalah tindak pidana yang melarang oorang untuk berbuat aktif.
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 Di bawah ini pengelompokkan yang termasuk dalam korupsi aktif dan 
korupsi pasif adalah sebagai berikut: 
a) Jenis-Jenis korupsi yang tergolong dalam Korupsi Aktif adalah sebagai 
berikut; 
 Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan 
perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) 
 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi 
yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan 
keuangan serta perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999) 
 Memberi hadiah kepada peagawai negeri dengan mengingat kekuasaan 
atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kkedudukannya (Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) 
 Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 
pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya berbat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan  kewajibannya 
(Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 





kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan mmaksud 
untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001) 
 Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau 
menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan 
perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001) 
 Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001) 
 Setiap  orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 
Nasional Indonesia atau kepolisian nasional Indonesia melakukan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam 
keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001) 
 Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 





sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001) 
 Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 
dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat 
berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau 
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara 
waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus 




b) Adapun Korupsi Pasif adalah sebagai berikut; 
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji karena berbuat atau tidak berbuat  sesuatu dalam jabatanyya 
yang berentangan dengan kewajibannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Hakim atau advokkad yang menerima pemberian atau janji untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk  
diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan  







berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk 
diadili (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Orang yang menerimah penyerahan barang atau keperluan tentara 
nasional Indonesia, atau kepolisian negara republik Indonesia yang 
membiarkan perbatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a atau  c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) 
huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimah hadiah atau 
janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan 
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12  huruf a dan b 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Hakim yang menerimah hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 
urusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf 
c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Advokad yang menerimah hadiah atau  janji padahal diketahui atau 
patut diduga , bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk 





dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 
12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimah 
gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001) 
Dari sini kita bisa memahami bahwa korupsi dalam hukum positif Indonesia 
merupakkan suatu bentuk kejahatan atas nama jabatan dan amanah negara yang 
diberikan keada seseorang atau korporasi, sehingga korupsi dalam hukum positif 
Indonesia pelakunya hanya bisa dilakukan oleh para pejabat Negara (Pegawai 
Negeri), aparat Penegakkan Hukum dan korporasi serta orang-orang yang bekerja 
atas nama negara, sehingga pelaku korupsi memiliki hubungan administrasi terhadap 
negara. 
Adapun subjek delik dari tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dimaksud 
adalah pegawai negeri, maka sangat penting untuk mengetahui tentang siapa saja 
yang termasuk dalam kategori pegawai negeri. Menurut pasal 1  sub 2 Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koorupsi 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001, pegawai negeri adalah, meliputi; 
a) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
kepegawaian. 
b) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. 





d) Orang yang menerimah gaji dari suatu korporasi lain yang menerimah bantuan 
dari keuangan negara atau daerah, atau 
e) Orang yang menerimah gaji atau korporasi lain yang mempergunakan modal 
atau fasiilitas negara atau masyarakat.
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Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 telah ditentukan bahwa korporasi adalah subjek delik, dalam hal ini ketika 
suatu korporasi memiliki kaitan dengan pemerintahan atau jabatan pemerintahan atau 
korporasi yang diberih amanah dalam membantuh pemerintahan untuk bekerja atas 
nama negara serta korporasi yang bekerja atau memiliki kaitan dengan instansi 
hukum milik negara. 
2. Analisis Makna Korupsi dalam Pandangan Mazhab Syafi’i 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Mazhab Syafi‟i, penyelewengan 
terhadap sebuah amanat yang telah diberikan dalam bentuk korupsi dikategorikan 
sebagai perbuatan al-ghulul. Imam Syafi‟i berpendapat, karena pelakunya adalah 
orang yang dipercayakan untuk mengelolah harta khas negara. 
Dalam surah Ali Imran ayat 161 yang berbicara tentang ghulul yang bermakna 
khianat, dalam hal ini maksudnya adalah mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan 
manusia, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta gharimah yang telah 
diamanatkan kepada seseorang. Adapun Asbabunnuzul ayat ini adalah ketika perang 
badar, harta rampasan dari perang badar itu hilang dan oranng-orang munafik 
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menuduh Nabi SAW. menggelapkan barang tersebut. Sehingga turunlah ayat ini. 
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adapun firman Allah Stw. dalam surah Ali-Imran ayat 161, berbunyi; 
ا كَ  َۡفٖظ يَّ َٰٗ ُكمُّ  فَّ َٕ  رُىَّ حُ
ِتَّۚ ًَ َو ٱۡنِقََٰٛ ٕۡ ا َغمَّ َٚ ًَ َٚۡغهُۡم َٚۡأِث بِ َيٍ  َٔ  
ٍّ أٌَ َٚغُمََّّۚ ّٙ ٌَ ِنَُبِ َيا َكا َٔ ٌَ ٕ ًُ هَ
ۡۡ ُْۡى ََل ُٚ َٔ   ٨٦٨َغبَۡج 
Artinya: 
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang 
itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan 
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang 
mereka tidak dianiaya. 
Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindari diri dari pengkhianatan 
terhadap amanat dalam segalah hal. Ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi 
SAW. tentang keadilan didalam pembagian harta ghanimah yang didapat dalam 
rampasan perang, tetapi tentunya ayat ini juga ditujukan kepada seluruh ummat 
Muslim. Ayat di atas secara spesifik hanya berbicara tentang khianat terhadap harta 
rampasan perang, akan tetapi tentunya secara umum ayat diatas berbicara tentang 
larangan berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan. 
Al-ghulul menurut bahasa merupakan khianat, sedangka menurut Ibn Al-
Katzir, ghulul merupakan pengkianatan terhadap rampasan perang atau mencuri harta 
tersebut, dan setiap orang yang berkhianat mengenai suautu urusan, maka ia telah 
berbuat ghulul. Sementara itu maksud ghulul dalam konteks korupsi merupakan 
tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk kepentingannya sendiri atau 
memperkaya diri sendiri. Adapula yang menganggap harta ghulul adalah harta yang 
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diperoleh pejabat dengan (pemerintah atau suwasta) dengan cara yang curang atau 
tidak syar‟i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.
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3. Relasi Makna Korupsi dalam Hukum Positiv Indonesia dan Mazhab 
Syafi’i 
Setelah kita melakukan analisis tentang makna korupsi dalam hukum positif 
Indonesia dan dalam pandangan mazhab Syafi‟i makan kita menemukan persamaan 
yang sangat subtansial antara keduanya, dengan alasan sebagai berikut: 
a) Bahwa dalam hukum positif Indonesia pelaku korupsi merupakan pejabat 
negara atau orang serta korporasi yang telah diberikan amanah melakukan 
tugas negara yang kemudian melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang 
telah diberikan, sementara dalam mazhab syafi‟i korupsi dikategorikan 
sebagai al-ghulul sebagaimana dimaknai sebagai mengkhianatan terhadapa 
amanah yang diberikan. 
b) Bahwa sasaran kejahatan korupsi adalah mengambil uang rakyat atau uang 
negara yang merupakan hajat orang banyak yang telah dibebankan kepadanya 
untuk dikelolah namun koruptor mengambilnya dengan cara-cara yang tidak 
dibenarkan dalam Undang-Undang. Sehingga hal itu bisa kita anggap 
termasuk dalam jarimah al-ghulul. 
c) Dalam kajian asas hukum, bahwa korupsi tidak lagi dimasukkan sebagai delik 
pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, akan tetapi tindak 
pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) 
sehingga memiliki Undang-Undang Khusus. Begitupun halnya dalam mazhab 
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Syafi‟i yang tidak memasukkan kejahatan oleh orang-orang yang diberikan 
amanat kemudian melakukan penggelapan barang dan uang dalam 
menjalankan amanahnya, hal itu tidak dimasukkan dalam kategori pencurian 
akan tetapi dimasukkan sebagai perbuatan jarimah al-ghulul.  
B. Analisis Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif 
Indonesia dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi’i 
1. Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif 
Indonesia 
Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Tindak 
Pidana Korupsi bahwa tujuan pembuktian adalah agar hakim dapat menarik 
kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana 
korupsi berdasarkan dakwaannya, sebagai dasar hakim dalam menetapkan suatu 
putusan. 
Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan, masalah pembuktian 
sangatlah penting agar pembuktiannya dilakukan secara cermat, seperti halnya juga 
sistematika penyusunan dakwaan serta uraian dakwaannya. Hal tersebut diatur dalam 
Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menggariskan bahwa surat dakwaan yang tidak 
diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tinndak pidana yang 
didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, maka dakwaannya dinilai batal 
demi hukum.
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 Pentingnya kecermatan dalam menyusun suatu dakwaan dan kejelihan 
memahami perbuatan tindak pidana sebab hal itulah yang akan dijadikan sebagai 
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dasar dalam hal pembuktian ada atau tidak adanya perbuatan tindak pidana 
berdasarkan surat dakwaan oleh penuntut umum. 
Menurut Ansorie Sabuan (1990; 186-189) secara teoritis dalam dunia hukum 
dikenal 4 macam sistem pembuktian, sebagai berikut: 
 Sistem menurut Undang-Undang positif (Positief wettelijk) 
Sistem ini secara jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan, ketika alat bukti tersebut sesuai dengan 
yang ditetapka oleh Undang-Undang. 
 Sistem menurut Undang-Undang negatif (Negative wettelijke) 
Menurut teori ini bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila 
sekurang-kurangnya alat bukti yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
tersebut ada dalam pemeriksaan, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim 
berdasarkan pengamatannya terhadap alat bukti tersebut. Ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 183 dan 1844 KUHAP. 
 Sistem keyakinan Hakim 
Dalam teori ini bahwa hakim dapat menetapkan suatu putusan hukum 
berdasarkan keyakinan hakim belaka, yang tidak di ikat oleh peraturan 
perundang-undangan. Artinya hakim dapat menetapkan putusan berdasarkan 
keyakinan hati nuraninya semata-mata untuk menentukan terbukti atau 
tidaknya terdakwa. 
 Sistem pembuktian bebas 
Berdasarkan teori ini, bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan 
alasan dalam mengambil sebuah keputusan  sama sekali tidak terikat dengan 





bebas memakai alat bukti lain asal saling berkaitan dengan alat bukti lainnya 
juga. 
Dalam ketentun pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditetapkan, 
bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap 
tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, 
kecuali ada hal yang ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang ini. 
Sehingga pada dasarnya jelaslah bahwa Kitan Undan-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) sebagai hukum positif (ius Constitutum/ius operatum) merupakan 
hukuma acara yang berlaku secara praktik sebagai hukum acara pada semua tingkat 
peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi.
82
 
Alat bukti yang sah dalam ketentuan KUHAP kita bisa lihat dengan 
menghubungkan antara Pasal 183 dan Pasal 184 (1), dalam pasal 184 (1) telah 
dibuktikan dengan limitatif alat-alat bukti yang sah, yaitu: 
a) Keterangan saksi 
b) Keterangan ahli 
c) Alat bukti surat 
d) Alat bukti petunjuk 
e) Keterangan terdakwa83 
Dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 dalam pasal 26 A terdapat 
penambahan alat bukti yang dapat diterimah oleh hakim, berupa; alat bukti 
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informasih yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 
air optik atau yang serupa dengn itu. Serta, alat bukti dokumen, yakni setiap rekaman 
data atau informasih yang dapat dijabat, dibaca atau didengarkan yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, 
benda fisikapapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa 
tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau ferforasi yang 
memiliki makna. 
Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, merupakan suatu kasus yang 
pembuktiannnya sangat rumit, hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana korupsi 
melakukan kejahatannya dengan rapi. Untuk membantu mencegah sulitnya 
pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka salah satu cara yang 




Undanng-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu regulasi sebagai instrumen 
hukum dalam menindak ppelaku tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut diatur 
mengenai sistem pembuktian terbalik hal inidapatk kita lihat dalam Pasal 37 jo 12B 
ayatt (1) jo 38A dan 38B UU TPK. Sistem beban pembuktiian terbalik tidak dapat 
diterapkan dalam semua perkara tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana gratifikasih 
dan penyuapan. Beban pembuktian tersebut bersifat berimbang dan terbatas yang 
berarti terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya bahwa ia tidak 
melakukan tindak ppidana korupsi. Jika terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak 
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melakukan tinndak pidana korupsi bukan berarti bahwa terdakwa tidak terbukti 




2. Pemeriksaan dan Pembukti Tindak Pidana menurut Mazhab Syafi’i 
Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan realitas dan dinamika yang terjadi 
dalam masyarakat. Untuk mengimplementasikan hukum fiqih terkhusus dalam hal ini 
adalah fiqih jinayah maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam islam dikenal 
dengan istilah al-Qadha‟. Al-Qadha‟ tentu diperlukan dalam menyelesaikan atau 
memutuskan masalah-masalah yang ada dalam masyarkat sekaitan dengan ketentuan 
hukum islam. Peradilan merupakan wujud dari suatu raealitas sosial. Sehingga hukum 
islam bukan hanya hukum yang dipaksakan dari luar masyarakat, adanya pengadilan 
sebagai lembaga yang dapat memutuskan ketentuan hukum islam terhadap masalah 
yang terjadi dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan untuk 
mengatur masyarakat, sehingga kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak 
bisa dipisahkan dari kekuasaan sebuah negara. Karenanya, menurut konsep fikih 
kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.
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Secara umum dalam hukum islam perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah 
bila memenuhi unsur sebagai berikut: 
a. Al-rukn al-Syar‟i 
                                                 
85










Unsur ini dalam istilah hukum Indonesia disebut sebagai unsur formal, 
maksudnya adalah bahwa dalam hukum islam tidak ada penghukuman 
terhadap perbuatan yang tidak ditetapkan hukumnya dalam nash serta ijtihad 
para ulama, adapun dasar hukum dari unsur ini adalah, sebagai berikut: 
ۡصَس أُخۡ  ِٔ اِصَسة   َٔ ََل حَِضُس  َٔ اَّۚ  َٓ ۡٛ ا َِٚضمُّ َعهَ ًَ َيٍ َضمَّ فَئََِّ َٔ ِّۦۖ  خَِذ٘ ِنَُۡفِغ ۡٓ ا َٚ ًَ َٰٖ فَئََِّ خَذَ ْۡ ٍِ ٱ َيا ُكَُّا يَّ َٔ  ِۗ َٰٖ َش
َََذ َسُعَٕٗل  َۡب  َٰٗ ٍَ َحخَّ بِٛ   ٨١ُيََزِّ
Terjemahannya: 
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya 
dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang 
sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul 
Ayat ini merupakan sebuah ketentuan bahwa hukuman hanya akan 
dijatuhkan setelah di utusnya seorang Rasul yang membawa ketetapan 
hukum-hukum Allah melalui nash.
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b. Al-rukn al-madi 
Unsur ini juga dikenal dengan istilah hukum material, maksudnya adalah 
bahwa seseorang hanya dapat dipidanakan apabila orang tersebut secara nyata 
telah melakukan perbuatan jarimah yang dapat dibuktikan secara material di 
pengadilan. Adapun dasar hukum dari unsur ini adalah sebagai berikut: 
Rasulullah Saw. Bersabda: 
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 Ummu Salamah ra, meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, 
“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia dan kalian mengajukan perkara 
padaku dan mungkin sebagian kalian lebih cerdas dengan argumennya dari 
sebagian yang lain sehingga aku memenangkannya sesuai dengan apa yang 
aku dengarkan darinya. Jika aku memutusakan sesuatu untuknya dengan 
sesuatu dari saudaranya, hendaknya ia tidak mengambilnya karrena 
seharusnya aku memotongkan untuknya sepotonga api neraka.” 
Dalam hadits ini terdapat bukti bahwa seorang hakim dituntut untuk 
memberikan keputusan berdasarakan bukti material, Mengingat hadits 
Rasulullah Saw. “jika aku memutuskan sesuatu untuknya dengan sesuatu dari 
hak saudaranya .” Rasulullah Saw. Memberitakan bahwa mungkin saja secara 
batin hal ini diharamkan bagi orang yang diberikan keputusan untuknya dan 
memperbolehkan pengembalian keputusan berasarkan aspek lahiria. 
Hadis inipun membuktikan bahwa keputusan seorang hakim tidak dapat 
menghalalkan barang haram dan mengharamkan barang halal, dan dalam 
hadits ini juga dapat diartikan bahwa keputusan seorang hakim haruslah 
berdasarkan pada bukti material yang ada.
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Selanjutnya, dalam bab-bab sebelumnya telah dibahas tentang pendapat 
imam syafi‟i tentang dasar pembuktian dalam memutuskan perkara oleh 
hakim, imam syafi‟i berkata bahwa putusan seorang hakim harus didasarkan 
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pada realitas atau dengan kata lain bukti material karena penghakiman dalam 
aspek batin merupakan hak Allah. 
c. Al-rukn al-adabi  
Unsur ini merupakan unsur moral, yang artinya bahwa seorang dapat 
dikenahi hukuman apabila dalam melakukan perbuatan jarimah di dasarkan 
pada kesengajaan atau niat untuk melakukannya dengan syarat bahwa 
seseorang sudah termasuk mukhallaf, sehingga dari sini kita bisa memahami 
bahwa dalam hukum islam tidak ada penghukuman terhadap orang yang 
dipaksa untuk melakukan tindakan kejahatan.
89
 
3. Relasi Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana (Korupsi) antara 
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam Pandangan Imam 
Syafi’i 
Dari segi sistem pembuktian sebagai dasar dalam menetapkan putusan 
suatu perbuatan tindak pidana (korupsi) antara hukum acara pidana di 
Indonesia dan hukum Islam dalam hal ini menurut Mazhab Syafi‟iyyah 
memiliki persamaan secara prinsipil, dengan alasan sebagai berikut: 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem 
pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yakni 
penggabungan antara unsur keyakinan hakim dan pembuktian ketetapan 
undang-undang, dimana kedua unsur terebut harus terpenuhi ketika hakim 
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menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebagaimana yang tercantumn dalam 
pasal 183 KUHAP yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan sebuah pemidanaan kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Dari ketentuan pasal diatas dapat kita pahami bahwa yang menjadi dasar 
seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara yaitu, dua alat bukti dan 
keyakinan yang didasarkan pada pemahaman hakim dalam proses 
pemeriksaan terdakwa. 
Sementara itu imam menurut pendapat imam syafi‟i, bahwa pembuktian 
haruslah berdasar pada bukti materil, seorang hakim tidak dituntut untuk 
menghakimi seseoang dalam aspek yang sifatnya batiniyyah sebab itu 
merupakan hak Allah untuk menghukumnya. Lebih lanjut lagii imam syafi‟i 
berkata bahwa seorang hakim juga harus memustuskan perrkara berdasar 
keyakinannya yang lahir dari pengetahuannya terhadap perkaya yang ia 
tangani. 
Sekaitan dengan pembuktian dalam hukum islam, dasar hukum tentang 
pembuktian dalam islam yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:  
 ٍَ ٌَ ِي ٕۡ ٍ حَۡشَض ًَّ ٌِ ِي ٱۡيَشأَحَا َٔ ٍِ فََشُجم   ۡٛ َا َسُجهَ َجاِنُكۡىۖ فَئٌِ نَّۡى َُٚكٕ ٍِ ِيٍ ّسِ ۡٚ ٛذَ ِٓ ذُٔاْ َش ِٓ ٱۡعخَۡش ذَآ  َٔ َٓ ِء ٱنشُّ
ذَآُء إِرَا َيا دُُعٕاَّْۚ  َٓ ََل َٚۡأَب ٱنشُّ َٔ  ََّٰٖۚ ا ٱۡۡلُۡخَش ًَ ُٓ َش إِۡحذَىَٰ ا فَخُزَّكِ ًَ ُٓ  أٌَ حَِضمَّ إِۡحذَىَٰ
Terjemahannya: 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 





(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. 
Dari ayat diatas kita bisa memahami bahwa pembuktian dalam islam 
harus didasarkan pada dua orang saksi laki-laki, artinya bahwa pembuktian 
dalam islam dapat diterimah apabila terdapat minimal dua alat bukti yang 
dapat diterimah atau dipertanggung jawabkan. 
C. Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesi 
dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi’i 
1. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia. 
Dalam hukum positiv Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 
Korupsi, sekaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan 
hukuman oleh hakim, sebagai berikut: 
a) Pidana mati. 
b) Pidana penjara, dalam hal ini pemidanaan penjara bisa dijatuhkkan penjara 
seumur hidup dan penjara dengan waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. 
Tentunya hal ini didasarkan pada beratnya tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh koruptor. 
c) Pidana denda. 
d) Pidana tambahan, berupa: 
 Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 





 Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang 
digunakan serta diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
 Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan  
pemerintah kepada terpidana. 
 Penututan seluruh atau sebagian perusahaan. 
 Pelelangan harta benda terpidana jika terpidana tidak sanggup 
membayar uang pengganti paling lama sebulan sejak dijatuhkannya 
kekuatan hukum tetap. Apabila tidak mencukupi harta benda atau uang 
pengganti, maka diganti (subsidair) dengan pidana kurungan.
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Dari beberapa putusan pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di 
Indonesia, semua saksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Tindak Pidana Korupsi, hanya pidana mati yang belum pernah ditetapkan 
terhadap terpidana korupsi. Sementara untuk pemidanaan lainya semuanya 
telah diterapkan dalam putusan pemidanaan tindak pidana korupsi. Adapun 
pemidanaan yang paling tinggi diterapkan oleh terpidana tindak pidana 
korupsi yaitu yang dikenakan oleh saudara Mochtar yang pernah menjabat 
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2. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Mazhab Syafi’i 
Dalam koteks hukum islam secara luas, korupsi merupakan tindakan yang 
bertentangan dengan keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung 
jawab. Korupsi  dengan dampak negatifnya menimbulkan distorsi terhadap kehidupan 
negara serta masyarakat sehingga dapat dikategorikan termasuk perbuatan fazad yang 
diatur melalui hukuman ta‟zir, karena melakukan kerusakan dalam kehidupan 
bernegara yang tentunya bertentagan dengan syariat.
91
 
Adapun dasar hukum dari jarimah ta‟zir yang dilimpahkan kepada penguasa 
atau pemerintah adalah: 
ٕاْ  ًُ ٍَ ٱنَُّاِط أٌَ حَۡحُك ۡٛ خُى بَ ًۡ إِرَا َحَك َٔ ا  َٓ ِه ْۡ ٓ أَ َٰٗ ِج إِنَ ََُٰ اْ ٱۡۡلََيَٰ َ َٚۡأُيُشُكۡى أٌَ حَُؤدُّٔ ٌَّ ٱّللَّ ا ۞إِ ًَّ َِ َِ َ ٌَّ ٱّللَّ بِٱۡنََۡذِلَّۚ إِ
ا بَِصٛٗشا  َََۢٛ ًِ ٌَ َع َ َكا ٌَّ ٱّللَّ ۦِٓۗ إِ ِّ ُُۡكى بِ َِ َٚ١١  
Terejemahannya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat 
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa banusia wajib menyampaikan amanah 
kepada yang berhak menerimanya dan manusia diperintahkan untuk menegakkan 
hukum secara adil. Kata amanah yang secara leksi-kal berarti “tenang dan tidak 
takut”,  jika kata tersebut dijadikan kata sifat maka ia mengandung pengertian “segala 
sesuatu yang dipercakan kepada seseorang kepada orang lain dengan rasa aman.
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Dari penjelasan ayat diatas berarti manusia diberikan kewenangan dalam mengatur 
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kehidupan manusia demi kemaslahatan, yang tentunya kewenangan itu harus 
dijalankan oleh penguasa yang telah dipercayakan untuk menegakkan hukum dalam 
konteks kenegaraan. 
Untuk merumuskan landasan teoritis penerpan sanksi pidana ta‟zir korupsi 
dalam pandangan hukum islam, tentunya kita mengacuk kepada ketentuan nash yaiitu 
al-quran dan Hadits serta hasil ijtihad ulama mujtahid yang telah merumuskan asas-
asas hukum tentang pelarangan korupsi.
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Dari beberapa jenis sanksi yang terdapat dalam fiqih jinayyah yang paling 
tepat atau cocok untuk diterapkan kepada pelakunya adalah hukuman ta‟zir. Hal ini 
didasarkan pada beberapa alasan: 
1. Bahwa dari dilihat dari segi bahasa, lafas ta‟zir berasal dari kata “azzara” 
yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti ta‟dib atau memberi 
pelajaran/ mendidik, mengagunngkan dan menghormati, membantunya, 
menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang ppaling relevan 
adalah pengertian pertama yaitu mencegah an menolak, dan m[engertian 
kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak 
mengurangi lagi perbuatannya. Ta‟zir diartikan mendidik, karena ta‟zir 
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2. Dari defenisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwata‟zir adalah suatu 
istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
Syara‟ dikalangan Fuqoha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara‟ dinamakan jarimah ta‟zir. 
3. Bahwa ta‟zir bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim, baik penentuan 
maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya 
menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak 
menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah al-ta‟zir, melainkan 




Dari tiga alasan ini kemudian, bila kita hubungkan dengan hak yang 
dilanggar, bahwa bentuk-bentuk korupsi yang selama ini ada dan terjadi di indonesia 
adalah serupa dengan pembagian jarimah al-ta‟zir. Keputusan mengenai sanksi 
hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan 
pelaksana ta‟zir adalah pihak pemerintah.
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Adapun pemidanaan terhadap pelaku al-ghulul dalam Mazhab Syafi‟iyyah 
adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, Menampar, dipermalukan, 
diasingkan, dan dihukum cambuk dibawah empat puluh kali. Dalam hal pemidanaan 
penjara Qulyubi berpendapat bahwa, bisa saja menerapkan hukuman penjara seumur 
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hidup terhadap pelaku yang banyak melakukan kemaksiata, termasuk dalam hal ini 
yaitu pelaku berulang-ulang melakukan korupsi.
97
 
3. Relasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positiv 
Indonesia dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i 
Dalam pandangan mazhab Syafi‟i bahwa korupsi termasuk dalam kategori 
jarimah al-ghulul maka hukumannya adalah hukum ta‟zir. Oleh karena seorang 
koruptor telah mengambil harta yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelolah, 
maka tidak dapat di hukum potong tangan. Dalam hal in ini illat hukum untuk 
menerapkan hukum potong tangan tidak ada.
98
 Sebagaimana yang telah dijelaskan 
bahwa hukuman ta‟zir merupakan penghukuman yang dilimpahkan kepada penguasa 
atau pemerintah untuk menetapkan sebuah hukuman demi menjaga kemaslahatan 
manusia itu sendiri. 
Dari penjelasan sebelumnya kita dapat memahami bahwa pemidanaan tindak 
pidana korupsi antara mazhab syafi‟i dan hukum positif Indonesia memiliki 
persamaan seperti pemidanaan penjara dan hukuman mati, walaupun sejauh ini belum 
ada putusan hakim yang memvonis terpidana tindak pidana korupsi dengan pidana 
mati. 
Sekaita dengan perbedaannya, Imam Syafi‟i berkata bahwa “tidak ada 
hukuman („Iqab) seseorang pada hartannya tetapi pada badannya. Sesungguhnya 
Allah menjadikan Al-Hudud pada badan, demikian pula Al-Uqubat (sangsi), adapun 
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terhadap harta maka tidak ada „uqubah atasnya.
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Dalam konteks mekanisme penegakkan hukum tindak pidana korupsi, setelah 
terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2002. Melalui UU tersebut KPK diberikan tugas sebagai ujung tombak 
pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mekanisme pelaksanaan penegakkan 
hukum tindak pidana korupsi telah diatur melalui UU tersebut yang pada tahun 2019 
telah direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, dimana  dalam Undang-
Undang tersebut KPK merupakan lemabaga negara yang dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, 
KPK dalam menjalankan tugasnya berasaskan pada Keterbukaan, Akuntabilitas, 
Kepentingan umum, Proporsionalitas, dan Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Pengertian korupsi secara yuridis dalam hukum Indonesia memiliki 
persamaan dengan hukum islam menurut fiqh jinyyah  Mazhab Syafi‟i, karena dalam 
Mazhab Syafi‟i korupsi di kategorikan sebagai perbuatan al-ghulul atau sebuah 
pengkhianatan atas amanah yang telah dilimpahkan kepada seseorang sedangkan 
dalam Hukum Idonesia berdasar UU No. 31/2020, tentang Tindak Pidana Korupsi 
dalam pasal 3 dijelaskan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarama yang ada karena jabatan 





Berkaitan dengan proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di 
Indonesia dan hukum Islam haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (1) unsur 
formal, atau dalam islam dikenal dengan Al-rukn al-Syar‟i, yang berarti bahwa suatu 
perbuatan tindak pidana (korupsi) dikatan sebagai perbuatan pidana apabilah sudah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan sebagaii tindak 
pidana apabila sudah ada peraturannya, (2) unsur materil yang dalam islam dikenal 
dengan istilah Al-rukn al-madi, maksudnya adalah dikatakan tindak pidana apabila 
telah terjadi secara pasti perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang secara. 
Dalam hal proses pembuktian secara umum juga memiliki persamaan dimana 
dalam hukum acara Indonesia berdasar KUHAP bahwa pembuktian suautu tindak 
pidana harus dibuktikan secara materil dengan berdasar pada minimal 2 alat bukti 
yang kuat, sedangkan dalam hukum islam menurut fiqih jinayyah Mazhab Syafi‟i, 
Imam syafi‟i berkata bahwa putusan seorang hakim harus didasarkan pada realitas 
atau dengan kata lain bukti material karena penghakiman dalam aspek batin 
merupakan hak Allah. 
Sekaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan hukum 
islam dalam hal ini menurut fikih jinayyah Mazhab Syafi‟i juga memiliki persamaan 
yang fundamental, dimana dalam hukum positif Indonesia pemidanaan tindak pidana 
korupsi bisa kita lihat dengan mengacuh kepada UU. No. 31/1999 jo UU. No. 
20/2001, yaitu; pidana hukuman mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana 
pegganti. Dalam mazhab syafi‟i pemidanaan bagi pelaku al-ghulul dalam hal ini 
termasuk korupsi adalah; Penjara, Dipermalukan, Diasingkan, dan Dihukum cambuk 
dibawah empat puluh kali, Dalam hal pemidanaan penjara Qulyubi berkata bahwa 





B. Implikasih Penelitian 
Setelah melakukan kajian komparatif anatar penegakkan hukum tindak pidana 
korupsi di Indonesia dan Hukum islam menurut mazhab Syafi‟iyyah penulis 
menemukan persamaan penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang subtasial 
anatar keduanya, memang ada perbedaan dalam rinciannya akan tetapi itu tidak 
terlepas dari dinamika hukum yang selalu berkembang, sehingga hukum harus selalu 
mengikuti perkembangan peradaban manusia dan hal itu juga dibenarkan dalam 
islam, timbulnya perdaan juga dipengaruhi oleh fakta peradaban yang lebih modern. 
Kiranya dalam penelitian ini dapat dipahami agar kita (terkhusus umat islam) 
di Indonesia dapat mengetahui bahwa pembangunan hukum di Indonesia, juga sangat 
dipengaruhi oleh kajian hukum islam terkhusus dalam pembahasan penelitian ini 
yang berbicara tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi, hal ini sangat 
penting agar umat islam tidak meragukan lagi sistem hukum di Indonesia yang selalu 
kompatibel dengan hukum islam, ini sebuah fakta didalam dinamika hukum di 
Indonesia yang perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak ada pemberontakan atau 
niat untuk mengubah negara dengan alasan bahwa hukum positif Indonesia tidak 
sesuai dengan Syariat Islam. 
Berikutnya penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk mengakji lebih 
dalam lagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya bagi 
mahasiswa yang ingin mengkaji hukum islam dan hukum posiitif Indonesia dalam hal 
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